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Tiga Pedoman, Satu Barisan,
Maijulah APIP

onferensi AAIPI bukanlah hal yang sia-

sia. Begitu banyak diskusi panjang dan

strategis dalam merapatkan barisan APIP.
Satu langkah besar dalam mencapai tujuan bersama.
Paling tidak, ada tiga tema penting yang mengemuka
dalam diskusi hangat para auditor andalan
pemerintah ini.

Yang pertama adalah Pedoman Telaah Sejawat
AAIPL. Konsep pedoman yang telah disusun dan
didiskusikan mengacu pada International Standards
For The Professional Internal Auditing (Institut of
Internal Auditors), Quality Assessment Manual For
The Internal Audit Activity (updated 6th edition).

Telaah Sejawat terkait dengan Standar Audit
Nomor 1300 - Program Penjaminan dan
Pengembangan Mutu, vyaitu Pemimpin Tertinggi
APIP mengembangkan dan memelihara program
penjaminan dan pengembangan mutu yang
mencakup seluruh aspek kegiatan pengawasan di
lingkungan APIP dan memantau efektivitasnya secara
berkelanjutan.

Selain itu, juga terkait dengan Standar 1312 tentang

Penilaian Eksternal, yaitu Penilaian eksternal harus
dilaksanakan minimal sekali dalam lima tahun oleh
seseorang atau satu tim yang independen dan
berkualitas yang berasal dari luar APIP.

Telaah sejawat dilakukan bukan tanpa alasan yang
kuat. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi
benchmarking bagi APIP lainnya, dapat mengetahui
tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar
yang berlaku, dapat menjamin bahwa aktivitas
APIP mengikuti praktik terbaik yang ada dan dapat
dijadikan bukti kepada Pemangku Kepentingan
tentang kualitas APIP.

Sebenarnya, telaah sejawat
bukanlah satu-satunya pilihan
dalam melakukan penilaian
eksternal. Masih ada dua

metode lain yang bisa dan

lazim digunakan, vyaitu

penilaian oleh pihak luar
yang independen terhadap
unit organisasi internal audit,
yang menyediakan jasa khusus
untuk melakukan penilaian mutu. Selain
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itu juga dapat dilakukan dengan penilaian sendiri
dengan validasi oleh pihak luar yang independen.

Untuk menjamin kualitas dan efektivitas pelaksanaan
telaah sejawat, telaah sejawat meberi prasayarat
yang lumayan ketat. Harus ada individu atau tim
yang memahami penilaian mutu dan didedikasikan
untuk melakukan penilaian mutu internal, harus ada
individu atau tim yang melakukan reviu berjenjang,
harus ada tim yang mempersiapkan semua informasi
yang diperlukan oleh Tim Telaah Sejawat dan tentu
saja semua itu harus mendapat dukungan dari
manajemen. Tanpa hal-hal tersebut, telaah sejawat
tidak akan berjalan efektif.

Pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana ruang
lingkup telaah sejawat ini. Yang pertama, tentu saja
menyangkut kesesuaian dengan Standar. Kesesuaian
dengan standar merupakan ruang lingkup minimal
yang harus dimasuki saat dilakukan telaah sejawat.
Namun, apabila diminta oleh APIP yang direviu, maka
ruang lingkup dapat ditambahkan dengan ketaatan
terhadap perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang
lingkup disepakati antara Tim Telaah Sejawat dengan
APIP yang dinilai.

Hasil telaah sejawat dituangkan dalam tiga skala
penilaian vyaitu Generaally Conforms, Partially
Conforms dan Does Not Conforms. Secara Umum
Sesuai - Generally Conforms (GC) diberikan bila
evaluator menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan,
dan prosedur yang ada termasuk penerapannya,
secara umum dalam hal-hal material telah sesuai
dengan standar dan kode etik.

Sedangkan Partially Conforms (PC) diberikan bila
evaluator berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang
cukup baik untuk memenuhi standar dan kode etik.
Apabila evaluator menyimpulkan bahwa APIP belum
mempunyai kesadaran akan Standar dan Kode etik
maka diberikan Does Not Conforms (DNC).

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam
telaah sejawat, seperti halnya audit, dibagi dalam
tiga tahap, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pelaporan.

Dalam tahap perencanaan dilakukan pengolahan
informasi yang didapat dari kuesioner yang diisi
APIP yang akan ditelaah pada saat persiapan
Mengumpulkan informasi. Sedangkan dalam tahap
pelaksanaan dilakukan penilaian terhadap dokumen

auditana ﬁ

penugasan dan pelaporannya dengan menggunakan
alat bantu (Tool Kits) untuk menilai kesesuaian
praktik yang ada dengan standar audit. Alat Bantu
dilampirkan dalam Pedoman Telaah Sejawat. Slein itu
juga dilakukan wawancara untuk meminta/menerima
masukan dari pemangku kepentingan, manajemen
APIP, dan pihak-pihak lain yang diperlukan. Langkah
terakhir dalam pelaksanaan adalam menyimpulkan
hasil penilaian dengan menggunakan skala penilaian
berupa: Generally Conforms (GC), Partially Conforms
(PC), atau Does Not Conforms (DNC).

Tahap akhir dari telaah sejawat adalah pelaporan.
Dalam tahap ini tim Telaah Sejawat menyampaikan
Draft Laporan Telaah Sejawat kepada pimpinan
APIP yang ditelaah untuk mendapatkan tanggapan,
melakukan  pembahasan dan  menyelesaikan
laporan Telaah Sejawat. Laporan ditandatangani
oleh Penanggungjawab Tim Telaah Sejawat, yaitu
pimpinan tertinggi APIP.

Diskusi berikutnya, setelah telaah sejawat dan tak
kalah menariknya adalah tentang Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia.

Diskusi tentang SAIP ini dilatarbelakangi oleh adanya
Perbedaan Metode dan pendekatan audit di antara
APIP sendiri, adanya tuntutan Reformasi Birokrasi
di seluruh lini Kementerian dan Lembaga, peran
APIP yang semakin strategis dan tentu saja untuk
meningkatkan Kualitas Audit itu sendiri.

Landasan hukum penyusunan SAIP adalah PP
60/2008 tentang SPIP Pasal 53, Permenpan Nomor :
PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 5 ayat (2) serta tentu
saja Anggaran Dasar AAIPI Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Ruang lingkup kegiatan APIP dalam standar ini
mencakup dua kegiatan, vyaitu assurance dan
consulting. Dalam kegiatan assurance, APIP
melakukan Audit, Reviu, Evaluasi dan Monitoring.
Audit sendiri meliputi audit keuangan, audit kinerja

iditor
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dan audit dengan tujuan tertentu. Sedangkan untuk
consulting, APIP melakukannya dengan Bimtek,
Sosialisasi, Asistensi dan Konsultansi.

Seperti kita ketahui, terdapat 78 Inspektorat
Kementerian dan Lembaga, 34 Inspektorat Provinsi,
belum termasuk Perwakilan BPKP yang tersebar
di seluruh Indonesia. Dalam diskusi, banyak sekali
masukan tentang SAIP ini yang semuanya bertujuan
untuk menyiapkan APIP menghadapi masa depan
yang lebih strategis. Masukan yang mengemuka
antara lain SAIP hendaknya dibagi dibagi menjadi
dua yaitu standar assurance dan konsultansi, dalam
Standar Pelaksanaan perlu diatur mengenai tahap
Pra Perencanaan, Standar perlu membahas tentang
akuntabilitas dari APIP itu sendiri dan tata cara
mempertanggungkan kinerja APIP serta
dalam standar pelaksanaan dan standar
komunikasi hendaknya dipisahkan secara tegas
antara standar pelaksanaan kegiatan assurance (yang
dalam draft disebutkan sebagai audit) dan kegiatan
konsultansi.

Dalam konsep SAIP, tercakup Prinsip Dasar, Standar
Umum, Standar Pelaksanaan Audit, dan Standar
Komunikasi Hasil Audit.

Prinsip-prinsip dasar yang diadopsi dalam SAIP
adalah Kewajiban Auditor (1000), Kewajiban APIP
(1100), Sifat Kerja Kegiatan Pengawasan Intern
(1200), Program Kerja Pengawasan (1300), Visi, Misi,
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP
(Audit Charter) (2000). Standar Umum mencakup
Independensi dan Obyektivitas (2100), Kompetensi
(2200), Kecermatan Profesional (2300), Kepatuhan
Terhadap Kode Etik (2400). Standar Pelaksanaan Audit
mencakup Perencanaan (3000), Supervisi (3100),

Pengumpulan

dan  Pengujian

Bukti Audit
(3200), Penilaian
Kinerja (3300),
Pemberian Jasa
Konsultansi  (3400),
Dokumentasi  Kegiatan
(3500). Standar Komunikasi
Hasil Audit mencakup Arti

Penting  Komunikasi  Hasil ‘!.."q"" =
Audit (4000), Metodologi —
Komunikasi ———
Hasil Audit - _I ——
— e
i ———
B ——
S
== -??— =
-
— - e —
(4100), .
Bentuk, Isi, dan S—

Frekuensi Komunikasi Hasil Audit
(4200), dan Kualitas Komunikasi Hasil Audit (4300).

Diskusi terakhir yang sangat menarik tentu saja
tentang Pedoman Kode Etik APIP. Konsep pedoman
yang dipresentasikan oleh mantan anggota KPK
Bapak Haryono Umar, mendapat tanggapan yang
cukup beragam.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(disingkat KE-APIP) disusun sebagai pedoman
perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi
pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor
intern pemerintah.

Tujuan ditetapkannya Kode Etik adalah untuk
mendorong sebuah budaya etis dalam profesi
pengawasan intern pemerintah; untuk memastikan
bahwa seorang profesional akan berperilaku pada
tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri
sipil lainnya; untuk mewujudkan auditor intern
pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif,
akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia,
serta memotivasi pengembangan profesi secara
berkelanjutan; dan untuk mencegah terjadinya
tingkah laku tidak etis,

Prinsip Etika meliputi Integritas, Objektivitas,
Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, dan Perilaku
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Profesional. Dalam konsep pedoman dijelaskan
pengertian masing-masing prinsip tersebut.

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki
potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran.

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi
pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan
dalam mengambil putusan atau tindakan.

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan
kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada
orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang
merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi
atau orang yang profesional di mana memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Aturan perilaku terkait integritas adalah melakukan
pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan
tanggung jawab; mentaati hukum dan membuat
pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan
perundang-undangan dan profesi; menghormati dan
berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan
etis; dan tidak menerima gratifikasi terkait dengan
jabatan dalam bentuk apapun.

Aturan perilaku terkait kerahasiaan adalah tidak
berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan
apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan
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kepentingan organisasinya, atau yang dapat
menimbulkan prasangka, atau yang meragukan
kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas
dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara
objektif; tidak menerima sesuatu dalam bentuk
apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga
mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
harus mengungkapkan semua fakta material yang
diketahui.

Aturan perilaku terkait kerahasiaan adalah Harus
berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan
informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan tidak
menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi
atau dengan cara apapun yang akan bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan atau
merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Aturan perilaku terkait kompetensi adalah hanya
akan memberikan layanan yang dapat diselesaikan
sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan
keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
harus melakukan pengawasan sesuai dengan Standar
Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan

L_i |_t r']_ll_P
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harus terus-menerus meningkatkan keahlian serta
efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik
yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan,
sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

Aturan perilaku terkait akuntabel adalah kewajiban
menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban
dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara
sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak
atau kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

Aturan perilaku terkait profesionalisme adalah tidak
terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat
dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan
kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
dan dalam melaksanakan tugas yang bersifat
konsultasi, tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi,
dan tanggung jawab manajemen auditan.

Pedoman kode etik ini juga mengatur hubungan
antar auditor. Dalam hubungan dengan sesama
auditor, auditor intern pemerintah wajib menggalang
kerjasama yang sehat dan sinergis; menumbuhkan
dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
dan saling mengingatkan, membimbing, dan
mengoreksi perilaku.

Sementara untuk hubungan auditor dengan
audita, auditor intern pemerintah wajib menjaga
penampilan/sesuai dengan tugasnya; menjalin kerja
sama dengan saling menghargai dan mendukung
penyelesaian tugas; dan menghindari setiap tindakan
dan perilaku yang memberikan kesan melanggar
hukum atau etika profesi terutama pada saat
bertugas.

Di samping mengatur kewajiban, konsep pedoman
kode etik ini tentu saja mengatur larangan. Auditor
intern pemerintah dilarang melakukan pengawasan
di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam
surat tugas; menggunakan data/informasi yang
sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi
atau golongan yang mungkin akan
merusak nama baik organisasi;
menerima
pemberian
dari
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auditan yang terkait dengan keputusan maupun
pertimbangan profesionalnya; dan berafiliasi
dengan partai politik/golongan tertentu yang
dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan
keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Pertanyaan yang paling menarik tentu saja ketika
kode etik dilanggar, apa konsekuensi yang dhadapi
auditor? Pelanggaran dapat diberi peringatan atau
diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau
organisasi.

Auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar
KE-APIP akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP
atas rekomendasi dari Komite Kode Etik. Bentuk-
bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite
Kode Etik, antara lain berupa: teguran tertulis,
usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan
tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka
waktu tertentu. Pelanggaran KE-APIP terdiri atas
3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu Pelanggaran
ringan, Pelanggaran sedang, dan Pelanggaran berat.
Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor yang
disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi
kepada instansi auditor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari tiga diskusi tersebut, jelas sekali betapa besar
keinginan APIP untuk melangkah maju memenuhi
harapan para pemangku kepentingan. Semoga saja
tiga langkah besar tersebut dapat terus berjalan
dengan konsisten, menuju APIP yang lebih baik, lebih
solid, lebih bermanfaat, dan lebih disegani semua
pihak. (cwl

'ditery  VOL V No. 33 | Edisi Juli - September 2013



Without lT,
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would only
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da yang berbeda dari diskusi Rakerpim yang

berlangsung dari tanggal 17-20 September

2013. Rapat yang berlangsung di Bandung
ini  memberikan highlight pada pengembangan
organisasi audit Tl. Dengan implementasi Tl di
Kementerian Keuangan yang sudah sangat masif,
dependensi proses bisnis terhadap teknologi
informasi: audit Tl adalah sebuah keniscayaan.
Apakah investasi Tl telah memberikan manfaat bagi
dan selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan?
Dengan audit Tl inilah, Itjen mampu memberikan
assurance dan consulting activity terhadap

implementasi Tl yang telah diinvestasikan oleh
Kementerian Keuangan.

auditana ﬁ

Itjen sendiri telah beberapa kali melakukan tugas
audit maupun evaluasi terhadap Tl Kementerian
Keuangan antara lain audit tata kelola Tl di DJBC
dan DJP, audit rekonsiliasi data MPN dan Sispen,
serta Audit keamanan Tl di DJP. Teranyar, Itjen juga
melaksanakan audit Tl antara lain reviu Tata Kelola
TIK di Pusintek dan DJA, audit infrastruktur jaringan
dan server di Pusintek, dan audit aplikasi dan basis
data ALPP di DJP.

Dengan audit TI, Itjen mampu memberikan
assurance dan consulting activity terhadap
implementasi Tl yang telah diinvestasikan oleh
Kementerian Keuangan.

Di Itjen, organisasi audit TI mengalami masa
perkembangan yang cukup lama. Tahun 2010 sampai
2011 muncul inisiatif pengembangan organisasi audit
Tl dengan hasil kajian kebutuhan audit TI. Mulailah
Itien mengikutsertakan personal dalam workshop
pengembangan audit Tl di tahun 2012. Selain itu,
disusun pula dokumen persiapan organisasi audit Tl
untuk menyusun TOR pengadaan konsultan audit TI.
Tahun 2013 ini dilaksanakan dua kegiatan konsultansi
yaitu: (1) penyusunan pedoman umum dan kerangka
kompetensi SDM serta (2) penyusunan pedoman
teknis dan pendampingan (uji coba) audit TI.

Tahun  depan, direncanakan dua kegiatan
konsultansi yaitu pengembangan audit TABK dan
evaluasi pelaksanaan audit TI. Di tahun 2016-
2018 dicanangkan kolaborasi dengan inspektorat
lain. Inspektorat Tl direncanakan akan mandiri di
tahun 2019. Dari hasil pembahasan rapat komisi Il
Rakerpim, dengan mempertimbangkan beban kerja
yang akan ada maka disepakati unit audit Tl setara
eselon |l paling lambat tahun 2018 atau dipercepat
melalui transformasi kelembagaan.

Serba-Serbi Organisasi Audit Tl

Ditinjau dari strateginya, audit Tl dibagi menjadi
audit Tl terintegrasi dan audit Tl tematik.

Audit Tl terintegrasi merupakan penugasan audit
Tl yang dilaksanakan dalam rangka mendukung
pelaksanaan audit yang dilakukan oleh inspektorat
atas kegiatan operasional (proses bisnis) auditi.
Karakteristik strategi ini antara lain: obyek
pemeriksaan  adalah  pengendalian  teknologi

VOL V No. 33 | Edisi Juli - September 2013




ﬂ auditana

informasi yang diimplementasikan untuk memitigasi
risiko proses bisnis. Selain itu, strategi ini mencangkup
proses bisnis yang lengkap (end-to-end).

Kelebihan dari model
terpusatnya perencanaan
kemudahan kooordinasi dan pengawasan
pelaksanaan audit, standarisasi dalam
pengaplikasian metodologi dan penyajian
hasil pekerjaan, serta kemudahan knowledge
sharing.

terpusat adalah
program audit,

Audit Tl tematik adalah penugasan audit Tl yang
dilaksanakan berdasar team TI vyang spesifik
berdasarkan profil risiko TI, ekspektasi pimpinan,
current issues, dan kewajiban terhadap peraturan/
kebijakan spesifik tentang pemanfaatan teknologi
informasi. Jenis audit ini dimungkinkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan audit
yang dilakukan oleh inspektorat. Karakteristik dari
strategi ini adalah obyek pemeriksaannya ditentukan
berdasarkan profil risiko Tl ataupun fokus tertentu
tentang pemanfaatan teknologi informasi. Model ini
memiliki kelebihan yaitu cakupan yang spesifik terkait
teknologi informasi dengan tingkat kedalaman yang
lebih detail. Selain itu, strategi ini membuat audit TI
senangtiasa selaras dengan ekspektasi pimpinan dan
sasaran strategis organisasi.

Sedangkan jika ditinjau dari model oganisasi, ada
tiga jenis yaitu model organisasi terpusat, tersebar
di setiap inspektorat, dan hybrid (pada unit audit Tl
yang terpisah sudah dilakukan spesialisasi terhadap
proses bisnis yang ada).

Kelebihan dari model terpusat adalah terpusatnya
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perencanaan program audit, kemudahan kooordinasi
dan pengawasan pelaksanaan audit, standarisasi
dalam pengaplikasian metodologi dan penyajian hasil
pekerjaan, serta kemudahan knowledge sharing.
Kekurangannya adalah pemahaman tim audit atas
proses bisnis di masing-masing unit eselon 1 di
lingkungan Kemenkeu yang menjadi ruang lingkup
audit kurang mendalam.

Sementara model organisasi tersebar memiliki
kelebihan yaitu SDM yang menjadi wilayah audit dan
spesifiknya isu yang menjad target audit Tl di masing-
masing inspektorat sesuai kebutuhan. Keterbatasan
yang harus dihadapi dalam menerapkan model
organisasi ini adalah kurangnya konsistensi
pengaplikasian standar audit, usaha yang besar untuk
menyeragamkan standar, rotasi SDM yang lebih sulit
serta terbatasnya jumlah SDM auditor TI.

Di sisi lain, model hybrid memiliki kelebihan dalam hal
perencanaan audit Tl lebih mudah untuk dijalankan
(kongruen dengan perencanaan audit secara
keseluruhan yang dijalankan oleh inspektorat terkait)
dan spesialisasi tim audit yang tetap diimbangi
knowledge sharing. Kelemahannya adalah proses
pelaporan yang lebih kompleks dimana tim audit Tl
harus melapor pada unit audit Tl dan inspektorat
yang ditempati.

Di Rakerpim kali ini disetujui bentuk organisasi
unit audit Tl dengan model operasi terpusat,
yang merupakan unit sendiri yang secara khusus
melakukan audit Tl, dengan pertimbangan:

1. Rekomendasi yang diberikan terlepas dari
kepentingan operasional karena fungsi Audit TI
yang independen dari fungsi operasi;

2. Terpusatnya perencanaan program audit Tl untuk
efektivitas pengawasan, antara lain: ketaatan
terhadap peraturan dan deteksi fraud;
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3. Kemudahan koordinasi dan
pelaksanaan kegiatan audit Tl;

pengawasan

4. Standarisasi dalam pengaplikasian metodologi
dan penyajian hasil pekerjaan audit TI;

5. Efisiensi dalam pengalokasian SDM  untuk
pelaksanaan audit TI;

6. Standarisasi pengembangan kompetensi SDM
audit TI;

7. Dapat dilaksanakan dengan jumlah SDM audit TI
yang relatif terbatas;

8. Kemudahan dalam pelaksanaan
sharing khususnya dalam audit

knowledge

Mengingat pentingnya sektor TI dalam
pekerjaan sehari-hari Kemenkeu, adanya
organisasi audit Tl telah menjadi salah satu
mimpi besar Itjen ke depan.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, hal yang perlu
segera disiapkan Itjen dalam waktu dekat antara
lain piloting audit TI, inisiasi manajemen risiko TI,
pengumpulan technology summary, penetapan
secara formal unit audit Tl, rencana kerja pengawasan
TI, dan identifikasi rencana audit inspektorat yang
berkaitan dengan sistem informasi dengan kritikalitas

tinggi.
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Yes, you cant spell audIT without IT

Monika Prasodjo, Senior Manager di PT. EY Indonesia,
ditemui seusai mengisi pemaparan mengenai
organisasi audit Tl di Rakerpim menjelaskan tujuan
dan nilai tambah yang ditawarkan organisasi audit
Tl, “Pemanfaatan teknologi informasi sudah begitu
masif, dependensi proses bisnis terhadap teknologi
informasi sudah sedemikian besar. Tujuan organisasi
audit Tl akan di-lin kage dengan visi misi Kemenkeu.
Yang pasti ketika bicara mengenai value (yang
diberikan organisasi audit Tl terhadap Itjen—red),
mendukung visi misi strategi Kemenkeu, (khususnya-
red) Itjen. Ada karakteristik IT audit yang kita bantu
supaya lebih efektif efisien, ketersediaan data yang
akurat, bisa terpercaya, dan terjamin.”

Saat ini, Tl telah menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari sebuah organisasi modern. Dengan masifnya
pemanfaatan TI, dependensi proses bisnis terhadap
teknologi informasi (Tl sebagai katalis proses bisnis),
serta tingginya investasi di bidang TI: keberadaan
organisasi audit Tl sudah tidak terelakkan lagi.
Mengingat pentingnya sektor Tl dalam pekerjaan
sehari-hari Kemenkeu, adanya organisasi audit TI
telah menjadi salah satu mimpi besar Itjen ke depan.
Bahkan sebagai organisasi audit internal Kemenkeu,
kita semua tahu bahwa kita tidak akan bisa menyebut
audit tanpa IT. Yes, you can’t spell audit without IT. Of
course you can’t. Without IT, audit would only sound
aud © (imz)
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Harapan Besar
Menteri Keuangan kepada APIP

nferensi AAIPI (Asosiasi Auditor

Intern Pemerintah Indonesia)

meninggalkan  banyak pekerjaan

rumah buat kita semua. Begitu

banyak pihak yang menaruh harapan

perbaikan negeri ini kepada Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP). Begitu banyak juga harapan

yang mengemuka, baik dari internal AAIPI maupun

pihak eksternal. Menteri Keuangan dan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi adalah dua di antara begitu banyak pihak

yang sangat berharap peningkatan peran APIP ke

depan. Paling tidak, itulah inti dari sambutan kedua
menteri tersebut dalam konferensi AAIPI.

Menteri Keuangan, Pak Chatib Basri, mengawali
sambutannya dengan mengajak para peserta
konferensi menengok kembali APBN 2012.

Pencapaian kinerja realisasi APBN-P tahun 2012
menunjukkan tingkat yang aman untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu

untuk target pendapatan negara dan hibah Rp1.358,2
triliun terealisasi Rp1.338,3 triliun (98,5%), anggaran
belanja Rp1.548,3 triliun terealisasi Rp1.489,7
triliun (96,2%), dengan defisit Rp190,1 triliun (2,31%
terhadap PDB) terealisasi Rp151,4 triliun (1,84%
terhadap PDB).

Pencapaian yang menurut istilah  beliau
“menunjukkan tingkat yang aman” ini bukanlah tanpa
catatan. Menurut beliau, masih ada beberapa hal
harus diperhatikan terkait pengalaman pelaksanaan
anggaran belanja di tahun 2012. Berdasarkan data
realisasi anggaran belanja, ternyata penyerapan
anggaran masih diwarnai dengan pola penyerapan
yang ekstrim di akhir tahun, terutama di bulan
Desember. Dengan total anggaran belanja APBN-P
2012 sebesar Rp1.548,8 triliun, penyerapan sampai
dengan 30 Juni 2012 hanya mencapai 31,98% dan
sampai dengan 30 September 2012 penyerapan
sebesar 51,53%, bahkan posisi pada 1 Desember
2012 penyerapan baru mencapai 72,8%. Dengan
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penyerapan sampai dengan akhir tahun 96,20%,
berarti terjadi penyerapan sebesar 45% dalam
tiga bulan terakhir 2012 termasuk 23,40% hanya
dalam bulan Desember 2012. Pola ini tentu kurang
mendukung  pelaksanaan  pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi nasional secara merata
sepanjang tahun.

Pola penyerapan anggaran di atas disebabkan oleh
berbagai hal antara lain perlunya revisi anggaran
satker, keterlambatan penunjukan pejabat-pejabat
perbendaharaan, proses pengadaan barang dan jasa,
dan pemblokiran anggaran.

Pada akhir tahun 2012 (Periode pengesahan DIPA)
terdapat anggaran belanja sebesar Rp243.111,9
triliun atau 40,89% yang diblokir atau dibintangi dari
seluruh anggaran belanja K/L sebesar Rp594.597,6
triliun. Sebagian besar blokir ini diakibatkan belum
lengkapnya data pendukung administrasi, seperti
TOR, RAB, dan referensi harga yang tidak tercantum
dalam Standar Biaya.

Dengan latar belakang semacam itu, Pak Chatib
mengajak kita untuk kembali melihat apa yang terjadi
pada tahun berjalan. Untuk tahun 2013 Pemerintah
ditargetkan untuk mengumpulkan pendapatan
negara dan hibah sebesar Rp1.502 triliun, sedangkan
alokasi belanja negara direncanakan sebesar
Rpl1.762,2 triliun, sehingga diperkirakan akan
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mengalami defisit sebesar Rp224,2 triliun (2,38%).

Terkait penyerapan, realisasi belanja K/L semester
| tahun 2013 mencapai Rp163 triliun atau 26,2%
terhadap APBN-P 2013. Dengan masih rendahnya
realisasi belanja K/L tersebut diperlukan akselerasi
penyerapan anggaran. Dan sampai tanggal 13
Agustus 2013 terdapat anggaran belanja sebesar
Rp23.087 triliun atau 3,88% yang masih diblokir atau
dibintangi.

Kondisi yang terjadi di tahun 2012 dan 2013 itu,
merupakan masalah sekaligus tantangan buat APIP
tingkat pusat. Sejauh mana APIP bisa mengambil
peranan yang lebih strategis dalam meningkatkan
kinerja APBN, itulah yang harus dirumuskan bersama.

APIP daerah juga tak lepas dari sentilan Pak Menkeu.
Terkait dengan pemerintah daerah, APBN 2013
mengalokasikan dana transfer daerah sebesar
Rp528,6 triliun atau sekitar 31,4% dari total belanja
negara sebesar Rp1.683,01 triliun. Dengan alokasi
anggaran vyang relatif besar tersebut, kualitas
pengelolaan dana perimbangan dan kualitas
pengelolaan keuangan daerah turut berperan cukup
besar dalam menunjang tercapainya stabilitas fiskal
dan stabilitas keuangan nasional, serta keberhasilan
pembangunan nasional.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja
daerah juga masih diwarnai dengan berbagai
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persoalan seperti proporsi belanja daerah untuk
pembangunan yang langsung dinikmati masyarakat
dibanding belanja pegawai yang belum menunjukkan
keberpihakan  pada  pembangunan  daerah.
Penyerapan anggaran, khususnya belanja modal
masih mencerminkan pola yang belum optimal
karena sangat ekstrim di triwulan akhir (sekitar 50%).
Pemda juga menghadapi tantangan terkait kesiapan
pengelolaan PBB dan BPHTB yang pada tahun 2013
sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemda.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah, yang juga
sekaligus berarti sentilan buat APIP, bukan melulu
soal penyerapan anggaran. Masih ada pekerjaan
besar lain yang tak kurang pentingnya, vyaitu
kualitas pertanggungjawaban anggaran yang masih
perlu ditingkatkan agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vyang berlaku. Meskipun
secara umum kualitas laporan keuangan telah
mengalami peningkatan, tetapi untuk LKKL 2012,
dari 93 LKKL dan LKBUN masih ada laporan keuangan
yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) vyaitu sebanyak 22 K/L (23,66%). Bahkan
masih ada 2 K/L (2,15%) yang memperoleh opini
Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan
dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) sampai dengan semester Il tahun 2012, dari

520 LKPD yang diperiksa hanya terdapat 67 (12,88%)
LKPD yang memperoleh WTP. Sedangkan laporan
yang memperoleh WDP 349 (67%), TMP 96 (18%),
dan Tidak Wajar (TW) 8 (2%).

Beberapa hal masih perlu diperbaiki terkait
penyusunan laporan keuangan, seperti (1) pungutan
PNBP dan penerimaan hibah langsung yang dikelola
diluar mekanisme APBN, (2) penganggaran dan
pertanggungjawaban penggunaan belanja yang
belum memadai; dan (3) pencatatan dan pelaporan
aset tetap yang tidak memadai. Sedangkan sesuai
dengan target dalam kontrak kinerja para Menteri/
Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia
Bersatu Il dengan Presiden, seluruh kementerian
ditargetkan memperoleh opini WTP paling lambat
pada tahun 2013 ini atas laporan keuangan tahun
2012.

Setelah memaparkan kondisi pengelolaan keuangan
negara yang masih banyak kelemahan itu, Menteri
Keuangan menantang APIP untuk memberikan
kontribusi yang maksimal dalam menjadi bagian dari
solusi.

Bila selama ini peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan negara hanya terfokus pada unit
operasional, maka mulai sekarang saatnya kita, para
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Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah,
menggunakan jajaran APIP untuk lebih dapat
membantu unit-unit operasional menjalankan tugas
dan fungsinya. APIP harus diberdayakan secara
efektif untuk menjaga berjalannya tugas dan fungsi
pengawasan serta memberikan pandangan yang
independen atas setiap siklus anggaran, mulai
dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
pertanggungjawaban anggaran.

Terkait masih terdapatnya anggaran belanja K/Lyang
masih diblokir/dibintangi, APIP dapat mengambil
bagian dalam penyelesaian masalah ini antara
lain dengan melaksanakan fungsi asurans dan
konsultansinya. APIP dapat melihat lebih dekat pada
hal-hal penyebab (root cause) yang mengakibatkan
tidak lengkapnya data pendukung administrasi dan
memberikan rekomendasiyang dapat menghilangkan
penyebab pemblokiran tersebut. APIP dapat
melakukan konsultasi dan pendampingan dalam
pembahasan proses penyusunan RKA K/L dan revisi
DIPA. Selain itu, APIP diharapkan dapat berperan
dalam memantau penganggaran di satker-nya. Hal
ini pada gilirannya akan membantu mempercepat
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,
karena penganggaran yang baik dan proses realisasi
DIPA dapat segera dilaksanakan. Untuk itu pada PMK
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94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKA K/L telah ditetapkan bahwa mulai
RKA K/L 2014 harus ada penelitian dari APIP K/L.

Dalam hal percepatan penyerapan anggaran
APIP dapat berperan untuk memastikan bahwa
seluruh unit kerja K/L dan pemda telah menyusun
disbursement plan dan procurement plan, serta
menjalankannya dengan disiplin. Lebih baik lagi kalau
APIP dapat menjalankan fungsi konsultansi, misalnya
dengan menyiapkan help desk pengadaan barang/
jasa, dalam rangka pengamanan belanja modal dan
barang yang mungkin akan rendah karena keragu-
raguan bahkan ketakutan para pejabat pengadaan
dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu APIP dapat
melakukan pengawasan secara lebih tepat waktu
pada saat proses pengadaan barang/jasa dilakukan.

Demikian pula APIP harus dapat memberikan
jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan
pertanggungjawaban anggaran K/L dan pemda
telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan  untuk  menghasilkan  laporan
keuangan yang berkualitas. APIP harus melakukan
reviu atas Laporan Keuangan K/L atau Pemda yang
dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan
anggaran dan penyusunan laporan keuangan
tersebut. Pendekatan reviu yang dilakukan APIP

anory 15
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perlu ditingkatkan, dari hanya melakukan reviu LKKL
atau LKPD setelah akhir tahun menjadi monitoring
laporan keuangan dari tahap penyusunan sampai
dengan pemeriksaan oleh BPK RI. APIP tidak hanya
menjalankan fungsi asurans tetapi juga mesti
giat memberikan konsultasi dan bimbingan bila
menemukan aparat di unit operasional yang belum
memahami tugas dan fungsi dalam melakukan
proses pertangungjawaban anggaran.

APIP juga selayaknya menjadi semacam ligison
officer bagi unit-unit operasional dalam menghadapi
pemeriksaan oleh BPK RI. Hal ini penting untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan,
karena sebagai sesama auditor, APIP akan lebih
mudah memahami bahasa pemeriksaan yang
disampaikan oleh BPK Rl baik pada saat permintaan
data, pembahasan temuan, maupun penyusunan
rencana tindak lanjut, dan selanjutnya mendorong
dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut.

Selain itu, terkait reformasi birokrasi yang sedang
dan akan dilakukan berbagai K/L dan pemda, saat
ini untuk pemerintah pusat APIP harus berperan
dalam mengawasi jalannya reformasi agar dapat
mencapai tujuan untuk meningkatkan pelayanan
publik. Pengawasan tersebut dapat dilakukan seiring
dengan dilakukannya Penilaian Mandiri Program
Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Hal ini penting karena dalam pelaksanaan proses
reformasi birokrasi tersebut pemerintah telah

mengeluarkan belanja APBN, baik untuk pembiayaan
program dan kegiatan maupun untuk perbaikan
remunerasi aparat. Pengawasan harus dilakukan
dengan baik agar jangan sampai uang negara telah
banyak dikeluarkan tetapi pelayanan publik tidak
membaik.

Di bagian akhir sambutan, beliau memberikan
beberapa solusi yang dapat diimplementasikan
APIP. Beliau berharap APIP dapat mengusung
permasalahan pengelolaan keuangan negara
seperti tata kelola penganggaran yang belum baik,
penyerapan anggaran yang tidak optimal, dan
pertanggungjawaban anggaran yang semakin
berkualitas sebagai tema besar pengawasan seluruh
APIP di tahun 2013 dan seterusnya. Bila hal tersebut
menjadi perhatian bersama, kita dapat berharap di
tahun-tahun mendatang tidak dijumpai lagi masalah
serupa. Untuk itu tentu saja diperlukan peningkatan
kapabilitas aparatur, baik melalui diklat, inhouse
training, studi banding, ataupun saling sharing antar
APIP melalui temu berkala, atau bahkan melalui
penjaminan kualitas dalam bentuk telaah sejawat
antar APIP. Peningkatan kapabilitas harus lebih
ditekankan dibandingkan dengan penambahan
jumlah aparat terkait dengan 7 langkah moratorium
penerimaan pegawai negeri sipil yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan berbagai upaya tersebut, harapan kita
adalah agar tata kelola penganggaran,
pelaksanaan anggaran dan
pertanggungjawaban anggaran
berjalan secara optimal pada
jalur yang benar (on-
track). Selanjutnya,

tujuan reformasi
keuangan
negara

dapat tercapai secara efektif, yang pada akhirnya
APBN/APBD dapat secara efektif berfungsi sebagai
instrumen kebijakan fiskal, sehingga bisa mencapai
sasaran pembangunan vyang ditargetkan oleh
Pemerintah dan diharapkan rakyat.

Kalau kita perhatikan, betapa besar harapan Pak
Menteri Keuangan terhadap APIP. Tentu tugas
kita semua untuk mewujudkan harapan tersebut.
Semoga.... (cwl)
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Pegawai Baru,

da yang datang dan ada yang pergi. Begitupun sebuah organisasi keberlangsungan sumber daya
manusianya diatur dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dan rekrutmen
pegawai baru. Tahun ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mendapatkan tenaga

baru sebanyak 70 orang lulusan Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN yang memang

mengarahkan lulusannya untuk menjadi aparatur pengelola keuangan negara. Rekrutmen ini diharapkan
mampu menjadi angin segar yang memberi semangat baru dalam meningkatkan fungsi Itjen sebagai institusi
pengawas. Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai, beberapa program dilaksanakan Bagian
Kepegawaian Sekretariat Itjen mulai dari penyambutan, orientasi, sampai dengan On Job Training (O]T). Selama
proses induksi berlangsung Auditoria berkesempatan untuk menanyakan kesan mereka terhadap Itjen dan
harapan mereka kedepan terhadap institusi kita. Bagaimana kata mereka? Mari kita simak.

Alfin Rhesa Affandi

walnya, saat membaca Buletin PSAK 2010 tentang penempatan instansi saya cukup “takut” untuk memilih
Aitjen. Di sana disebutkan bahwa “Performa seorang pegawai Itjen dituntut untuk selalu tinggi dengan standar
nilai kerja minimal adalah baik (angka 90 dalam range 0-100)”. Benar saja, ketika masuk disini cerita tentang
pegawai-pegawai yang S2 di luar negeri, berprestasi, dsb cukup banyak. Suasana menakutkan seperti yang saya
bayangkan sebelumnya, tidak sepenuhnya benar. Suasana kekeluargaandi itjen begitu terasa.Walaupun pegawai-
pegawai disini hebat, mereka tak pelit untuk bercerita dan berbagi pengalaman. Bahkan beberapa pernah mengajak
kelompok OJT saya untuk mengikuti rapat tentang Audit TI. Meskipun kami mungkin buta tentang Audit Tl, setidaknya
kami mendapatkan pengalaman yang belum tentu datang kedua kalinya. Harapan saya di Itjen adalah semoga Itjen
memiliki kantor yang lebih luas atau kalau bisa menambah tingkat atau gedung baru. Hehehe...

Eli Susiani Ginting

uru terbaik adalah  pengalaman.
G pengalaman berharga disini. Mulai dari
Sukabumi, perform di acara Rapim,
pelajaran-pelajaran berharga sebagai langkah

Beberapa bulan di Itjen, saya telah mendapatkan berbagai
program Induksi, Kegiatan On the Job Training (OJT), Outbond ke
hingga kegiatan Kesamaptaan telah memberikan banyak sekali
awal penempatan di Itjen.

¥
Awalnya, saya berpikir bahwa ketika masuk di Itjen £ berarti pekerjaannya adalah audit dan langsung terjun ke lapangan.
Ternyata banyak hal dan waktu yang panjang yang harus dilewati untuk menuju kesana. Tetapi ketika mendengarkan
ceramah dari setiap pimpinan melalui program Induksi dan belajar banyak lewat program OJT, mengajarkan pada saya banyak hal,
khususnya bagaimana memiliki jiwa seorang pelayan yang melayani dengan sepenuh hati bagi negara lewat Itjen. Semuanya itu membuat

saya semakin bersemangat untuk bekerja di instansi ini.

Pegawai baru benar-benar diperhatikan dan dibimbing dengan baik disini. Segala program yang dibuat untuk kami ikuti bertujuan
untuk membentuk kedisplinan, bekal pengalaman dan aktualisasi diri. Contohnya saja Samapta yang diselenggarakan di Cisarua,
Bogor selama 12 hari. Tidak dapat dipungkiri saya pernah mengeluh selama beberapa hari disana. Bermandi lumpur, guling-
guling di lapangan, merasakan tidur beralaskan rumput dan beratapkan langit di malam yang dingin dan lembab. Namun, kian hari
disana aku semakin menyadari banyak hal yang benar-benar bermanfaat untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara.
Kini aku siap untuk memberikan kotribusi yang terbaik bagi instansi ini.

Pesannya agar program-program untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya pegawai semakin ditingkatkan lagi dengan berbagai inovasi.

Terimakasih buat Itjen, ini jiwa kami ! Siap mengabdi buat negeri!

Fery Perdiansyah

Kenapa sih milih Itjen?” pertanyaan yang sering saya dapatkan setelah diumumkan penempatan oleh biro SDM Setjen. Saya

pribadi sih punya tiga alasan utama menjadikan Itjen sebagai pilihan pertama saat mendaftar TKD awal Agustus lalu. Alasan

pertama, core business Itjen yang berupa unit pengawas internal Kemenkeu, yang berarti kalau masuk Itjen akan menjadi
seorang AUDITOR. Kedua, dimanapun penempatan definitifnya, kita masih bisa lihat monas. Yang ketiga, setelah jadi auditor
nanti, kita bisa jalan-jalan mengunjugi teman-teman kita yang bertugas di daerah. Menyenangkan bukan? Hehehe...

Awal masuk Itjen, anak baru harus mengikuti masa Induksi atau pengenalan Itjen (beserta OJT dan samapta di dalamnya).
Awalnya sih bete juga, “ngapain sih ada acara kaya MOS anak SMA gini, kepala botak, pake baju putih?” Tapi setelah dijalani dan
dilihat dari sisi positifnya, ternyata induksi membuat kita mengenal Itjen lebih dalam, sehingga kita bisa lebih bangga pada instansi
tempat kita bekerja ini. Selain itu, induksi juga membuat kita lebih akrab dengan teman satu angkatan.Harapan saya ke depannya, semoga
saya bisa mengembangkan diri baik karir maupun pendidikan. Dan yang lebih utama, semoga saya bisa berkontribusi maksimal untuk Itjen
yang lebih baik demi kemajuan Kemenkeu dan Indonesia tercinta.
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Semangat Baru

Huda Sukmawan

al yang pertama saya lakukan ketika
H Alhamdulillah, Itjen memang pilihan

Itjen karena Itjen Cuma punya satu
Itjen sering Dinas Luar atau “jalan-jalan”, jadi
jadi auditor baru kepikiran ketika saya sudah
harus botakin rambut layaknya anak BC. Dua
pimpinan yang bikin kita semakin tahu itjen itu
adalah ajang kita belajar kerja di Bagian atau

melihat pengumuman penempatan di Itjen adalah bersyukur.
pertama saya untuk berkarir di Kementerian Keuangan. Alasan milih
kantor dan gak punya cabang dimana-mana. Terus kata orang di
saya makin mantap buat milih Itjen di pilihan pertama. Cita-cita saya
tahu penempatan di Itjen. Hari pertama induksi, anak baru cowo
minggu induksi, kita saling kenalan, ngegames, dengerin ceramah
kayak gimana. Setelah induksi kita ada OJT (on the job training),ini
Inspektorat yang telah dijadwalkan bersama teman sekelompok dan

sangat berguna buat kita calon pegawai baru Itjen. Beberapa minggu OJT,akhirnya saat yang tidak dinantikan datang juga
yaitu samapta,_dua belas hari bersama Kopassus terasa lama tapi ya lumayan seru sih.Gara-gara samapta ini kita makin kenal sama
temen seangkatan dan makin kuat fisik dan mental. Semoga kedepannya Itjen bias lebih terkenal kayak Pajak sama Bea Cukai. Amin.

Maftuh Prihantono

ebelum saya diterima dan masuk di itjen, saya pernah bekerja di KAP selama kurang lebih 9 bulan. Dalam kurun waktu
Syang gak sebentar itu, saya mulai ‘jatuh cinta’ dengan profesi auditor. Sehingga ketika saya diberikan kesempatan untuk
memilih instansi eselon | di kementerian keuangan yang diinginkan, maka saya pilih Itjen. Padahal dulu awalnya gak
ada minat sama sekali untuk masuk ke itjen. Saat pertama kali masuk ke itjen, kesan pertama yang saya rasakan adalah
kekeluargaan antarpegawai yang begitu hangat dan kompak, baik pegawai antar bagian/inspektorat maupun intern bagian/
inspektorat. Begitupun dengan sambutan yang diberikan kepada saya dan teman — teman pegawai baru lainnya, sebagai
pegawai baru yang begitu hangat. Selain itu, lingkungan dan budaya kerja di itjen yang tidak terlihat antara bawahan dan
atasan yang menyatu seperti tanpa jarak, namun tetap santun. Artinya bahwa semuanya bersatu dalam kekeluargaan, dan
tidak memandang tinggi rendahnya seseorang dengan jabatannya. Semoga di masa yang akan datang, itjen bias menjadi
instansi yang lebih baik dari saat sekarang, antar pegawai lebih kompak dan saling memperbaiki dalam hal pekerjaan sehingga
tugas dan fungsi dapat terlaksana dengan baik. Semoga Itjen bias menjadi internal auditor terbaik di seluruh Indonesia bahkan di
seluruh dunia. With you, we build public trust!

Mira Eka Irianti

Penyambutan untuk pegawai baru Itjen luar biasa, bahkan Bapak Sonny Loho (Inspektur) menyempatkan bertemu

di sela kesibukan beliau. Saat On the Job Training (OJT), saya mendapat banyak ilmu dan banyak kenalan baru
pegawai di bagian/inspektorat tempat OJT. Di Itjen pula, saya mendapat kesempatan untuk menampilkan kemampuan,
terutama di bidang tari. Sangat menyenangkan dapat tampil di hadapan menteri dan para pejabat, serta pegawai Itjen.
Samapta adalah kawah candradimuka untuk menempa pribadi saya menjadi disiplin, ramah, sekaligus tegas. Yang saya
heran selama samapta saya tidak pernah sakit padahal kegiatannya menguras tenaga. Mungkin karena didukung latihan fisik
dan mental yang menguatkan jiwa raga. Kalau boleh saran, untuk samapta berikutnya waktunya diperpanjang agar lebih terasa
efeknya, hehe. Saya bangga menjadi pegawai Itjen dan saya akan berusaha membuat Itjen bangga punya pegawai bernama Mira
Eka Irianti.

D ari luar, Gedung Djuanda Il terlihat dingin dan kaku, tetapi ternyata orang-orang di dalamnya hangat dan ramah.

Zahro Fahtoni

ebagai pendatang baru selama ojete ini aku dapet kesan ternyata orang Itjen tuh asik ya, entah bagian sekre

Satau auditornya pada asik-asik semua. Makin berasa asik pas outbond, pegawai se-Itjen ngumpul nge-games

dan rafting bareng. Seruuuu!! Senior-seniornya ternyata gokil kalo udah di alam bebas. Haha.. trus, pas

dikasi kesempatan buat nampil pembukaan Rakerpim kita seneng bangeeeeet karena kegiatan itu bikin anak-anak

baru makin kompak dan bisa kenal sama Maya anaknya Pak Atok ©. Intinya seneng banget jadi bagian dari Itjen dan
berharap semoga kedepannya Itjen bisa lebih baik trus bisa mencapai IACM level 4 biar gagah.hehe..
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Peran Auditor Internal dalam GCG

Oleh :

SR A A8 1

Hery, S.E., M.S1. |

Dosen FE Unika Atma Jaya

raktek GCG vyang diharapkan terjadi di

Indonesia adalah seperangkat kebijakan,

aturan, sistem dan prosedur yang dirancang
sendiri oleh perusahaan serta kebijakan dan
aturan yang ditetapkan oleh eksternal perusahaan
yang mendorong terciptanya hubungan vyang
harmonis, partisipatif, adil antara perusahaan
dengan stakeholder-nya serta mendorong
pengelolaan perusahaan secara transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian
agar GCG dapat tercipta harus ada keterlibatan
dan kesungguhan dari berbagai pihak (internal
maupun eksternal perusahaan). Pihak internal
perusahaan secara sadar harus menerima budaya
GCG, yang sudah ditetapkan menjadi best practise
oleh dunia internasional, sebagai budaya positif
yang harus segera dirancang dan diimplementasikan
karena banyak manfaat yang akan dapat diterima
perusahaan, khususnya berupa simpati, kepercayaan,
dan dukungan dari para corporate stakeholder.

Pihak eksternal perusahaan secara sadar dan
serius harus segera menjabarkan konsep GCG pada
berbagai perangkat peraturan dan penegakannya
serta mempromosikan dan mendorong percepatan
penerapan GCG, karena banyak manfaat yang dapat
diterima bagi perekonomian nasional. Penerapan
GCG diyakini akan mendorong perekonomian

(penggunaan sumber daya dan alokasi dana kepada
perusahaan) berjalan secara efisien dan efektif,
mendapatkan simpati, dukungan, dan kepercayaan
dari country stakeholder.

Auditor internal sebagai bagian internal
perusahaan harus memainkan peranan yang penting
dalam mewujudkan terciptanya good corporate
governance. Adapun peran yang dapat dilakukan
oleh auditor internal selaku akuntan perusahaan
adalah sebagai berikut:

1. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam
menyusun dan mengimplementasikan kriteria
GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam
menyediakan data keuangan dan operasi serta
data lain yang dapat dipercaya, accountable,
akurat, tepat waktu, obyektif, mudah dimengerti
dan relevan bagi para stakeholder untuk
pengambilan keputusan. Sehubungan dengan hal
tersebut, auditor internal berperan penting untuk
memberikan limited assurance atas data atau
informasi yang tersedia. Namun perlu ditekankan
di sini, bahwa keyakinan yang dapat diberikan
oleh auditor internal memang pada umumnya
masih bersifat terbatas karena kedudukan dan
derajat independensi auditor internal itu sendiri
yang bersifat terbatas (masuk dalam susunan
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struktur organisasi perusahaan) dibandingkan
apabila keyakinan tersebut diberikan oleh pihak
lain yang ada di luar perusahaan.

Membantu direksi dan dewan komisaris
mematuhi dan mengawasi penerapan atas
seluruh ketentuan yang berlaku dan auditor
internal harus memastikan bahwa seluruh
elemen perusahaan dan dalam setiap aktifitas
perusahaan, mereka telah mengikuti ketentuan
secara konsisten.

Membantu direksi menyusun dan
mengimplementasikan struktur pengendalian
internal yang andal dan memadai. Auditor
internal dalam konteks ini harus memastikan
bahwa struktur tersebut telah tersedia dengan
memadai dan telah berfungsi atau diikuti oleh
setiap elemen perusahaan. Struktur pengendalian
internal yang baik akan dapat membantu
terciptanya akuntabilitas dan transparansi,
khususnya akuntabilitas dan transparansi dalam
bidang akuntansi, keuangan dan operasional
perusahaan. Akuntabilitas dan transparansi
yang merupakan jiwa dari corporate governance
ini akan sulit diperoleh tanpa adanya struktur
pengendalian internal yang baik dan memadai.

Menstimulasi direksi dan dewan komisaris untuk

mengembangkan dan mengimplementasikan
sistem audit yang baik, khususnya mendorong

-

pembentukan komite audit

yang ideal, merancang pedoman audit

internal, serta menumbuhkan efektifitas

penggunaan dan pemanfaatan hasil kerja auditor
independen.

Di samping kelima peran di atas, masih
banyak lagi peran yang dapat dijalankan oleh auditor
internal sehubungan dengan manfaat yang akan
diperoleh dari penerapan prinsip good corporate
governance. Berikut adalah beberapa tugas auditor
internal lainnya yang sejalan dengan manfaat yang
akan diperoleh dari diterapkannya prinsip tata kelola
perusahaan yang baik :

1. Auditor internal berkewajiban membantu
manajemen dalam mengawasi jalannya
kegiatan operasional perusahaan. Dalam halini,
perlu bagi auditor internal untuk memastikan
bahwa dalam kegiatan operasional perusahaan
tidak terjadi pemborosan (inefisiensi) yang
tidak perlu. Seluruh sumber daya harus dapat
digunakan sesuai dengan tingkat produktivitas
perusahaan, artinya di sini terjadi efektifitas,
efisiensi dan ekonomis antara jumlah input
yang digunakan dengan besar output yang
dihasilkan.

2. Auditor internal berkewajiban untuk memastikan
adanya pengamanan yang memadai atas
keberadaan seluruh aktiva yang dimiliki
perusahaan. Di sini terlihat jelas bahwa tugas/
peran auditor internal dalam mengamankan
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aktiva perusahaan ternyata memiliki kesamaan
dengan manfaat yang akan diperoleh dari adanya
penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik, yaitu terjaminnya aktiva perusahaan dari
tindakan eksploitasi.

3. Auditor internal juga harus dapat mengambil
tindakan  preventive  (pencegahan)  atas
kemungkinan terjadinya penyimpangan, kasus
penipuan (korupsi) yang dilakukan karyawan
maupun manajemen dalam perusahaan. Di sini
juga terlihat jelas bahwa peran auditor internal
dalam tindakan preventive-nya mengatasi
masalah  kemungkinan terjadinya tindakan
korupsi, ternyata sejalan dengan manfaat yang
akan diperoleh dari penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik, yaitu mengurangi korupsi.

4. Melaksanakan penyidikan pemalsuan.

Mengelola hubungan yang baik dengan para
auditor eksternal selaku pihak yang dapat lebih
dipercaya oleh stakeholders, terutama dalam
masalah  kelayakan pertanggung jawaban
manajemen .

6. Memantau dan menganalisa perkembangan
terakhir mengenai kelangsungan hidup dari
aktivitas bisnis dan operasional perusahaan. Jadi,
dalam halini pihak auditor internal turut memiliki
tanggung jawab terhadap masalah going concern
perusahaan.

Menurut The Institute of Internal Auditors
dalam laporan publikasinya yang berjudul : “The
Role of Internal Audit in Corporate Governance
and Management”, bahwa bursa efek New York
di Amerika Serikat (New York Stock Exchange) dan
beberapa bursa efek di negara lainnya mengharuskan
perusahaan yang go public untuk memiliki auditor
internal dalam rangka memberikan penilaian atas
pengendalian internal dan manajemen resiko.
Bahkan di beberapa perusahaan swasta, meskipun
tidak ada kewajiban, mereka juga turut membentuk
departemen audit internal dalam organisasinya.
Ketentuan untuk keharusan memiliki departemen
audit internal bagi perusahaan yang sudah go public
ini mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober
2004.

Aktivitas audit internal yang mencakup
penilaian atas resiko, jaminan pengendalian dan audit
kepatuhan, secara langsung akan mempengaruhi
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kualitas tata kelola perusahaan. Aktivitas audit
internal seharusnya dapat memberikan penilaian
dan saran-saran yang tepat untuk memperbaiki
proses tata kelola perusahaan. Hal ini dapat
dilakukan diantaranya dengan cara memastikan
efektivitas kinerja dan akuntabilitas manajemen,

mengkomunikasikan resiko secara efektif, dan
mengendalikan serta mengkomunikasikan informasi
di antara para anggota dewan, auditor eksternal,
manajemen dan pihak auditor internal sendiri. Untuk
dapat melakukan tugas-tugas ini secara optimal,
auditor internal tentu saja haruslah memiliki status
yang benar-benar independen dalam organisasinya,
melaporkan langsung hasil aktivitas auditnya kepada
komite audit, dan memiliki keahlian yang cukup tinggi
sehubungan dengan peran atau keterlibatannya
dalam corporate governance.

Auditor internal harus dapat secara rutin
mengkonsultasikan hasil rancangan, implementasi,
serta penilaiannya atas proses tata kelola
perusahaan. Efektivitas corporate governance pada
perusahaan yang berskala besar akan tampak jelas
sekali korelasinya dengan kualitas dan efektivitas
yang dimiliki oleh bagian audit internal.

Saat ini dimana industri, pasar, dan pesaing
telah menjadi semakin kompleks, auditor internal
memiliki peluang untuk dapat diakui sebagai pengirim
nilai ke jenjang yang tertinggi dalam organisasi
dengan cara berpartisipasi aktif dalam corporate
governance. Auditor internal dapat menciptakan
nilai tambah bagi organisasi dengan cara membantu
manajemen mengatasi tanggung jawabnya dalam
hal strategi dan perencanaan, manajemen resiko,
pemantauan kinerja, evaluasi manajemen, analisa
kompensasi, dan komunikasi internal serta eksternal.
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Audit Pengadaan Barang/Jasa:
Salah Satu Upaya Mendorong Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Oleh: Muhaimin Zikri, Auditor Muda Inspektorat V

Overview

“Cintailah ploduk-ploduk Endonesya”, demikianlah kira-kira lafaz nan terdengar berkumandang dari seorang
saudagar top negeri ini, pemilik sebuah grup usaha multiproduk yang sampai saat ini masih tetap eksis dan
berjaya di kancah perniagaan nasional, di tengah derasnya tsunami produk-produk asing (impor) melanda.
Tagline bernada himbauan sekaligus promosi tersebut menjadi sangat populer di telinga masyarakat Indonesia
kala itu dan mungkin hingga detik ini.

Namun fenomena yang ada menunjukkan sebaliknya, bahwa masyarakat Indonesia belum begitu
percaya diri untuk menggunakan produk negeri sendiri. Berapa banyakkah produk domestik yang kita gunakan
dan manfaatkan saban harinya? Mulai dari pengeras suara adzan di masjid, peralatan berhias dan kosmetik,
sarana transportasi, perangkat komunikasi, peralatan kerja, menu hiburan pelepas lelah, penerangan malam,
bahkan tempat peraduan di akhir senjapun sebagian besar masih didominasi oleh produk-produk asing yang
secara ekstrinsik dirasakan dan diyakini lebih memberi cita rasa dan added value dibandingkan produk-produk
domestik.
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Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan
yang dalam di saat para penggiat usaha lokal bersusah
payah dengan segala kemampuan yang ada untuk
sekadar menjadikan produk domestik menjadi tuan
rumah di negeri sendiri.
Ancaman persaingan global
sempurna dalam kerangka
Free Trade Agreement
(FTA) terus membayangi
dan sewaktu-waktu siap
menenggelamkan produk-
produk karya putra bangsa
di pasar dalam negeri.

Dalam kondisi demikian,

pemerintah
dengan kuasa konstitusionalnya seyogyanya dapat

memainkan peran lebih dalam mengamankan
pasar dalam negeri dari serbuan barang-barang
impor tersebut. Beruntung keberadaan FTA tidak
mengeliminasi  kedaulatan  pemerintah  untuk
mengatur konsumsi birokrasi (government spending)
ke arah yang lebih mensejahterakan segenap bangsa
dan rakyat Indonesia.

Upaya pemerintah untuk menumbuhkan
industri dalam negeri dan
perekonomian nasional terus
dikembangkan dan  perlu

mendapat dukungan konstitusionalnya
dari  segenap lapisan seyogyanya dapat
masyarakat. CFIEJ@ memainkan peran lebih dalam

satu upaya tersebut

Peningkatan Penggunaan

Produksi Dalam Negeri

(P3DN)  dalam  setiap NUFHUEINeEV ISRk
Pengadaan Barang/lasa rakyat Indonesia
(PBJ) di lingkungan instansi

24

pemerintah
dengan kuasa

mengamankan pasar

adalah melalui program dalam negeri dari serbuan

barang-barang impor yang
lebih mensejahterakan
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pemerintah. Kebijakan P3DN pada hakikatnya
diterapkan oleh hampir seluruh negara produsen
di dunia. Buy American Act adalah salah satu
contoh nyata bagaimana sebuah negara adidaya
harus mengundang-undangkan himbauan untuk
menggunakan produk domestik mereka.

Malaysia dengan “Kempen Belilah Barangan
Buatan Malaysia” yang kemudian dicontohkan para
birokratnya dengan menggunakan Proton sebagai
“kereta resmi” pemerintahan, serta penggunaan Tata
Ambassador produk swadeshi sebagai kendaraan
dinas resmi pemerintah dan parlemen di India
menjadi bukti bahwa mencintai dan mengkonsumsi
produk dalam negeri adalah hak segala bangsa.

Perwujudan tekad pemerintah tersebut
dituangkan dalam paket kebijakan terkait PBJ di
lingkungan pemerintah yaitu
melalui Instruksi  Presiden
(Inpres) Nomor 2 Tahun
2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam

Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah dan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah, sebagaimana terakhir telah diubah
dengan (sttdd) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
Ketentuan tersebut pada intinya mewajibkan kepada
seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah untuk memaksimalkan penggunaan barang/
jasa hasil produksi dalam negeri, penggunaan
penyedia barang/jasa nasional, dan penyediaan
paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha
kecil serta koperasi.

Untuk menyukseskan Program
P3DN tersebut, Perpres 54 Tahun 2010 juga
mengamanatkan kepada Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan
pengawasan (audit) terhadap pemenuhan
penggunaan produksi dalam negeri dalam
pengadaan barang/jasa di lingkungan
pemerintah. APIP diminta pula untuk
melakukan langkah vyang bersifat
kuratif (perbaikan) apabila terjadi
ketidaksesuaian dalam penggunaan
produksi dalam negeri, termasuk audit
teknis berdasarkan dokumen pengadaan
dan kontrak pengadaan barang/jasa.
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Gambaran Umum Program P3DN

Program/gerakan P3DN memiliki sejarah
yang panjang dalam perjalanan pembangunan
Indonesia. Sejak era tahun 70-an, pemerintah telah
menyadari arti pentingnya pemanfaatan barang/jasa
produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan
daya saing dan kemandirian bangsa. Diinisiasi dari
keharusan untuk mengutamakan produksi dalam
negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
tertuang dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1975 dan
Keppres Nomor 12 Tahun 1977, hingga kemudian
diformalkan menjadi salah satu prinsip dalam
pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sebagaimana
tertuang dalam Keppres Nomor 29 Tahun 1984, yaitu
keharusan penggunaan kemampuan/hasil produksi
dalam negeri sejauh hal tersebut dimungkinkan.
Prinsip tersebut terus dilestarikan dalam kebijakan
pelaksanaan APBN dan kebijakan pengadaan barang/
jasa pemerintah sampai saat ini. Bahkan dalam
perkembangannya, terhadap Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan/atau penyedia barang/jasa yang
tidak mematuhi dan/atau memenuhi kesesuaian
penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau finansial
sesuai ketentuan perundangan-undangan yang
berlaku.

Berikut adalah  beberapa ketentuan
perundang-undangan terkini yang mendasari dan/
atau terkait dengan pelaksanaan Program P3DN
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, antara
lain:

» Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah

» PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sttdd Perpres Nomor 70
Tahun 2012

» Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin)
Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

» Permenperin  Nomor 16/M-IND/PER/2/2011
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri

» Permenperin  Nomor 57/M-IND/PER/7/2006
tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana
Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri
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Secara umum, pokok-pokok pikiran dalam konsep
P3DN sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah:

1. Isu Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa
Produksi Dalam Negeri

[Produk dalam negeri adalah barang/jasa
termasuk rancang bangun dan perekayasaan
yang diproduksi atau dikerjakan  oleh
perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi
di Indonesia, yang dalam proses produksi atau
pengerjaannya  dimungkinkan  penggunaan
bahan baku/komponen impor].

a. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa
(PBJ), Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I)
wajib:

= memaksimalkan penggunaan Barang/Jasa
hasil produksi dalam negeri, termasuk
rancang bangun dan perekayasaan
nasional dalam PBJ;

= memaksimalkan penggunaan Penyedia
Barang/Jasa nasional; dan

= memaksimalkan penyediaan paket-paket
pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil.

b. Kewajiban K/L/D/I tersebut, dilakukan pada
setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai
dari persiapan sampai dengan berakhirnya
Perjanjian/Kontrak.

c. Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan
persyaratan penggunaan:

= Standar Nasional Indonesia (SNI) atau
standar lain yang berlaku dan/atau
standar internasional yang setara dan
ditetapkan oleh instansi terkait yang
berwenang;

= produksi dalam negeri sesuai dengan
kemampuan industri nasional; dan

= tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/
Jasa dalam negeri.

d. Pendayagunaan produksi dalam negeri pada

proses PBJ dilakukan sebagai berikut:

= ketentuan dan syarat penggunaan hasil
produksi dalam negeri dimuat dalam
Dokumen Pengadaan dan dijelaskan
kepada semua peserta;

iditor

25




./ ' raqam pcecNnqgauJarsan

26

= dalam proses evaluasi PBJ harus diteliti
sebaik-baiknya agar benar-benar
merupakan hasil produksi dalam negeri
dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual
di dalam negeri;

= dalam hal sebagian bahan untuk
menghasilkan  Barang/Jasa  produksi
dalam negeri berasal dari impor, dipilih
Barang/lasa yang memiliki komponen
dalam negeri paling besar; dan

= dalam mempersiapkan PBJ, sedapat
mungkin digunakan standar nasional dan
memperhatikan kemampuan atau potensi
nasional.

Dalam pelaksanaan PBJ diupayakan agar
Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak
sebagai Penyedia Barang/lasa utama,
sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat
berperan sebagai sub-Penyedia Barang/Jasa
sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan tenaga ahli asing yang
keahliannya belum dapat diperoleh di
Indonesia, harus disusun berdasarkan
keperluan yang nyata dan diusahakan secara
terencana untuk semaksimal mungkin
terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga
kerja Indonesia.

Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian
atau komponen dalam negeri dan bagian
atau komponen yang masih harus diimpor,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

= pemilahan atau pembagian komponen
harus benar-benar mencerminkan
bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian
atau komponen yang masih harus
diimpor; dan

= peserta Pengadaan diwajibkan membuat
daftar Barang vyang diimpor vyang
dilengkapi dengan spesifikasi teknis,
jumlah dan harga yang dilampirkan pada
Dokumen Penawaran.

Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri
atas bagian atau komponen dalam negeri
dan bagian atau komponen yang masih harus
diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
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= pemilahan atau pembagian komponen
harus benar-benar mencerminkan
bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian
atau komponen vyang masih harus
diimpor;

= pekerjaan pemasangan, pabrikasi,
pengujian dan lainnya sedapat mungkin
dilakukan di dalam negeri; dan

= peserta Pengadaan diwajibkan membuat
daftar Barang vyang diimpor vyang
dilengkapi dengan spesifikasi teknis,
jumlah, dan harga yang dilampirkan pada
Dokumen Penawaran.

Pengadaan barang impor dimungkinkan
dalam hal:

= Barang tersebut belum dapat diproduksi
di dalam negeri;

= spesifikasi teknis Barang yang diproduksi
di dalam negeri belum memenuhi
persyaratan; dan/atau

= volume produksi dalam negeri tidak
mampu memenuhi kebutuhan.

Penyedia Barang/lasa yang melaksanakan
Pengadaan Barang/lasa yang diimpor
langsung, semaksimal mungkin menggunakan
jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

Penggunaan produk dalam negeri dilakukan
sesuai besaran komponen dalam negeri pada
setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan
nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN). TKDN adalah besarnya komponen
dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan
barang dan jasa.

Produk Dalam Negeri wajib digunakan
jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang
menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN
ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling sedikit 40%, dengan syarat
terdapat paling sedikit 1 (satu) produk dalam
negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/
Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai
TKDN paling sedikit 25%, dan paling sedikit
2 (dua) Produk Dalam Negeri dalam Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%,
sepanjang Barang/Jasa produk dalam negeri



raqam pcNnqgalJarsan "\

tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis
yang dipersyaratkan, harga yang wajar, dan
kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan
dari sisi waktu maupun jumlah.

m. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan
pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan
dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait
penetapan penggunaan Produk Dalam
Negeri.

n. TKDN meliputi TKDN pada barang, jasa, dan
gabungan barang dan jasa. TKDN barang
mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/
Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan
oleh Kementerian Perindustrian. Sedangkan
TKDN jasa dan TKDN gabungan barang
dan jasa ditentukan melalui penghitungan
TKDN oleh Penyedia Barang/lasa (self
assesment). TKDN hasil perhitungan sendiri
harus dilakukan verifikasi oleh lembaga
surveyor independen yang ditunjuk Menteri
Perindustrian (dhi PT Surveyor dan PT
Superintending Company of Indonesia) untuk
mendapatkan “tanda sah” capaian TKDN,
dan hasilnya dicantumkan pada buku “Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri”. Sampai saat ini sudah tercatat sekitar
8.131 produk yang sudah diverifikasi capaian
TKDN-nya oleh lembaga surveyor, dan telah
terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Bersambung..

INDONEDSIA
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Happiness is when what you think,
what you say, and what you do are
in harmony

Mahatma Gandhi
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' I Bekerja dengan rasa cinta, berarti
menyatukan diri dengan diri kalian

sendiri, dengan diri orang lain dan

kepada Tuhan. Tapi bagaimanakah

bekerja dengan rasa cinta itu?

Bekerja dengan cinta bagaikan menenun
kain dengan benang yang ditarik dari
jantungmu, seolah-olah kekasihmu yang
akan memakainya kelak.

Kahlil Gibran
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Audit Pengadaan Barang/Jasa:
Salah Satu Upaya Mendorong Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Oleh: Muhaimin Zikri, Auditor Muda Inspektorat V

TKDN barang dihitung berdasarkan
perbandingan antara harga barang jadi (biaya
produksi) dikurangi harga komponen luar
negeri terhadap harga barang jadi. Biaya produksi
meliputi:

- biaya untuk bahan (material) langsung;

- biaya tenaga kerja langsung; dan

- biaya tidak langsung pabrik (factory overhead);
tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung
perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran.

Sedangkan TKDN jasa dihitung berdasarkan
perbandingan antara harga jasa keseluruhan atau
biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa
yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site)
dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga
jasa keseluruhan. Biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan jasa meliputi:

- biaya tenaga kerja;
- biaya alat kerja/fasilitas kerja; dan

- biaya jasa umum;

tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung
perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran.

Formulasi TKDN

sederhana adalah:

penghitungan secara

1) TKDN Barang

| [Material Langsung (Bahan| (1A) (1B) (1) (1D)
Baku)

Il | Tenaga Kerja Langsung (2A) (2B) (2C) (2D)

IIl | Biaya Tidak Langsung Pabrik| (3A) (3B) (3C) (3D)
(Factory Overhead)
Biaya Produksi (4A) (48B) (4€) (aD)

% TKDN (4D)= Biaya Produksi Total (4C)- Biaya Produksi KLN (4B) x 100%
Biaya Produksi Total (4C)

= Biaya Produksi KDN (4A) x 100%
Biaya Produksi Total (4C)

2) TKDN Jasa

| Manajemen proyek dan per-| (1A) (1B) (1C) (1D)
ekayasaan

Il |Alat Kerja/Fasilitas Kerja (2A) (2B) (20) (2D)

Ill | Konstruksi dan Fabrikasi (3A) (3B) (30) (3D)

IV |Jasa Umum (4A) (4B) (4Q) (4D)
Biaya Jasa (5A) (58B) (5C) (5D)

% TKDN (5D) = Biaya Jasa Total (5C)- Biaya Jasa KLN (5B) x 100%
Biaya Jasa Total (5C)

= Biaya Jasa KDN (5A) x 100%
Biaya Jasa Total (5C)

p. BMP adalah nilai penghargaan kepada
perusahaan yang berinvestasi di Indonesia
berdasarkan faktor penentu:

= pemberdayaan Usaha Mikro dan
Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui
kemitraan;

= kepemilikan sertifikat kesehatan dan
keselamatan  kerja serta sertifikat
manajemen lingkungan;
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= pemberdayaan lingkungan (community
development); dan

= ketersediaan fasilitas pelayanan puma
jual.

BMP dihitung berdasarkan akumulasi bobot
faktor penentu dikalikan dengan bobot
maksimum, dengan total nilai paling tinggi
15%.

Formulasi  penghitungan BMP  secara
sederhana adalah:
— BATAE
FAKTOR PEMENTLIGH : . HILA 2h37
N3] pomnT FERLSAHA KAITFRIL | BopaT i
K AKLFLIK d
1 Fdeberdasatan Laha - Kinima B 500 L
Pk dan Kol lemmasuk Ja
Hogeres: Feg | mea AN & B
kaanirizn - Setiag Knbemban | 6%
R 500 |ua
I [ Hegzamidbsn sirifi - Tk A2 s
- keasetusian, beseamatan
ket RN FAAT o %
18000} 205, din 20, RN%
- mansjwman inghungan | ook S i
(5 Lecny [THE
(15 Ledny | Thi ora e,
I | Pembsedeypoein livghurgon | - Snmel = 20 B
[pommuenty estipewnt] | i
R 480%
- Selisp swinakm EL
Fp 250 jra
1% | Fazitas Pelyanes Fume Irweskasi minimal | 5%
uat H 1 MR
L 0%
Setlap keipaian %
(SRR TEY
TIFR 15,0000

Isu Preferensi Harga

[Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau
normalisasi harga terhadap harga penawaran
dalam proses pengadaan barang dan jasa]

a. Preferensi harga untuk Barang/Jasa dalam
negeri diberlakukan pada PBJ yang dibiayai
pinjaman luar negeri melalui Pelelangan
Internasional.

b. Preferensi harga untuk Barang/Jasa dalam
negeri diberlakukan untuk PBJ yang dibiayai
rupiah murni, dengan ketentuan sebagai
berikut:
= s.d.31 Desember 2013, untuk PBJ bernilai

di atas Rp5 miliar;
= mulai 1 Januari 2014, untuk PBJ bernilai
di atas Rpl miliar, berlaku terhadap
produk yang diprioritaskan  untuk
yang ditetapkan oleh

dikembangkan,

Menteri Perindustrian setelah mendapat
pertimbangan dari menteri/pimpinan
lembaga teknis terkait.

c. Preferensi harga hanya diberikan kepada
Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih
besar atau sama dengan 25%, sebagaimana
tercantum dalam Daftar Barang Produksi
Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perindustrian.

d. Preferensi harga untuk Barang produksi dalam
negeri paling tinggi 15%, dan preferensi harga
untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan
oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% di atas
harga penawaran terendah dari Kontraktor
asing.
e. Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan
ketentuan sebagai berikut:
= preferensi terhadap komponen dalam
negeri Barang/Jasa adalah TKDN dikalikan
preferensi harga;

= preferensi harga diperhitungkan dalam
evaluasi harga penawaran yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis, termasuk koreksi aritmatik;

= perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA)
adalah sebagai berikut:

= (=1
HEA = (1+KP)XHP

Untuk HEA Barang:
_ 1
HEA garang = ( (7 + KPsarang ) X HP gareng

Untuk HEA Jasa:
1
HEA jasa = (W ) X HPyasa

Untuk HEA Gabungan Barang dan Jasa:
HEAEEIEHE + HEA jasa

HEA Gabungan Barang dan Jasa =

Untuk HEA Pekerjaan Konstruksi:

HEA « = HEA oo ~ { Pref x HP kontraktror }
Nasional Barang dan Asing
Jasa Terendah

Keterangan:

HEA =

= |Koefisien Preferensi Barang, yang diperoleh
dari TKDN Barang (%) dikali Perferensi tertinggi
Barang

Harga Evaluasi Akhir

Barang
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HPBamg = |Harga Penawaran Barang yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi

KP = |Koefisien Preferensi Jasa, yang diperoleh dari
TKDN Jasa (%) dikali Perferensi tertinggi Jasa

HP ., = |Harga Penawaran Jasa yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi

Pref = |Preferensi bagi Perusahaan Kontraktor Nasional
terhadap Perusahaan Kontraktor Asing

f. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih
penawaran dengan HEA yang sama, penawar
dengan TKDN terbesar adalah sebagai
pemenang.

g. Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah
Harga Penawaran dan hanya digunakan
oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA
guna menetapkan peringkat pemenang
Pelelangan/Seleksi.

CONTOH PERHITUNGAN HARGA EVALLUASI AKHIR (HEA)

Powrwiian
[ s Pewgwialldo Suslab) [ TOWEL
FRmsn s g | Caws | Jams
A bmard | T | N W
n e M =000
[ g IR Ara | T | 6w X
Caalan:

1. Prelersrs barang d cerdkar 155 dikakan tesaran THOM
2. Prelerers Jeza dienkan sebzsar W%
G Prefarers dissikan dshic Baarn TERA kacang minival 155

PangFllungan H =4 danaer manggunakot Fraferensl Harga basang dan asa

SOERL MUETUST
HE# = [“F]H-F

Sehnpoa:
HEM 1 . 1.4 ! i | = -
Ta = — THEDD o —m—— e TG T
sre MR ETE L PR " 2 o 1 E I KTy “ .r .
HEY L 1 S e

.- LT I P TEOD R o TULEIL S
ATE T e | T e |

Perbandngan | LA do-gan rev-poclibtugaen pialans |

| horo THD %)

Frnpmheer

awam mm |Mea | e

Frefararal

{duka B aly

—TEA

"= mr

A 1ED LAND | IONE | LG | GSE.5CATA ]
B O GO |- EvE DiTE FAIILAR |
I NENE IR G

—
aburgar

3. Isu Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam

Negeri

[Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan

pengawasan

intern atas

penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk
akuntabilitas keuangan Negara oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)]

a. APIP  melakukan

32

pemeriksaan

terhadap

pemenuhan penggunaan produksi dalam
negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk
keperluan instansinya masing-masing.

b. APIP segera melakukan langkah serta
tindakan vyang bersifat kuratif/perbaikan,
dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam
penggunaan produksi dalam negeri, termasuk
audit teknis (technical audit) berdasarkan
Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan
Barang/lasa vyang bersangkutan. Dalam
hal hasil pemeriksaan menyatakan adanya
ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/
Jasa produksi dalam negeri, maka Penyedia
Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi antara
lain berupa:

= sanksifinansial, yang dihitung berdasarkan
perbedaan antara nilai TKDN Penawaran
dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan
dikalikan dengan Harga Penawaran,
dengan perbedaan nilai TKDN maksimal
sebesar 15%.

= sanksi administratif;
= sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
= gugatan secara perdata; dan/atau

= pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang.

Sedangkan terhadap PPK yang menyimpang
dari ketentuan tersebut dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (antara
lain PP Nomor 53 Tahun 2010).

FOMTOH TATA CARA PERHITUNG AN EAMKEI FINANEIAL

Pelakairiar

Haca ks |
Parmgid TEDH | FPenpsscsrn .
™ | | Aluhg | REaRE

— 1
i MALIDO

A (R salaii] | L =0 [ B ot ] Bl * WLDO W
TIE0 | a2 FROHEN L] 407 e WD o
(=} 120 MO000 | &0% 10T aany 1 ad 000300 2

Fada Skl pals asraan pabadaan mmgais THIN Sdak saein) sasgan aakng
FRAPASAMAN MR cikacakan reeke Ans sl gassear TECY panswamn-T<CH
pelstagmaan [raksima 15%) dhalbmn deqan HAME Sanawaren. Fomids
peritungan menizci

Hancri

Frwcid = L[ B HHermay = % TRE Mot s | ¥ S Pangwiren

Flado i geny st Tovmnaial ks v seoesor 15%

Ak :

Easaryya sarisl yang dkenakan keceda Perpeds Darungtless & coubdL
= [l - B s P TR A
B R IR R ER AL L e o
= Hp Z2C00.CI3000,-

Kane s meaimy ks vang dkacaksr adalah 127% dan haroe cenmwesn
fiesen Eanke ) pang dika akan rranjall

= 15% ¢ Rp 117 00000030, -
R 15 ELG AL,
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Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Anggaran
Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
Rencana Umum Pengadaan telah memaksimalkan
P3DN;

= (Capaian TKDN dan BMP, Preferensi Harga, dan
Penghitungan HEA telah dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku;

= Penentuan Pemenang telah  didasarkan
Penghitungan HEA vyang tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

= Kontrak/Perjanjian yang dibuat PPK dan Penyedia
Jasa telah memuat klausul P3DN dan sanksi
terhadap pelanggaran P3DN; dan

= Realisasi muatan TKDN telah sesuai dengan
capaian TKDN yang digunakan dalam pemberian
preferensi harga.

Berdasarkan hasil kajian dari kementerian
teknis terkait P3DN, belanja produk dalam negeri
oleh pemerintah setiap tahunnya berkisar antara 20%
s.d. 25% dari total belanja barang dan belanja modal
pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Dengan nilai anggaran
belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat
dalam APBN Perubahan Tahun 2013 mencapai
sebesar Rp377,65 triliun, maka setidaknya terdapat
potensi belanja pemerintah terhadap produk dalam
negeri pada Tahun 2013 sebesar Rp75,63 triliun s.d.
Rp94,41 triliun yang perlu mendapat perhatian APIP
untuk dinilai/diuji pemenuhan penggunaan produksi
dalam negerinya.

Dengan adanya landasan hukum yang
kuat bagi APIP dalam melakukan audit terhadap
P3DN dalam PBJ, maka diharapkan para Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK
akan lebih peduli dan mengutamakan penggunaan
barang/jasa produksi dalam negeri dalam pengadaan
barang/jasa di lingkungan kerjanya masing-masing,

yang pada gilirannya akan membentuk awareness,
kebanggaan, dan budaya untuk cinta produk buatan
negeri sendiri.

Pertanyaan retoriknya, sudahkah para
auditor APIP dibekali atau menggunakan sarana
dan peralatan kerja yang memenuhi muatan TKDN
yang dapat dijadikan benchmarking bagi para
auditi? Jangan sampai pelaksanaan audit P3DN yang
bertujuan luhur tersebut menjadi laksana menepuk
air di dulang. Sekali lagi: “Cintailah Produk-Produk
Indonesia”. mhz
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ahun 2013 segera berakhir. Seperti sudah

tradisi, setiap akhir tahun anggaran, seluruh

Kementerian dan Lembaga di republik
ini, berlomba-lomba meningkatkan penyerapan
anggaran. Apalagi buat Kementerian dan Lembaga
yang menjadikan penyerapan anggaran sebagai
IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam mengukur
keberhasilan, mereka kalang kabut menghabiskan
anggaran. Yang ada dalam benak mereka adalah
bagaimana caranya agar penyerapan anggaran dapat
mencapai target yang telah ditetapkan, soal manfaat
atau tidak suatu kegiatan, sepertinya bukan perkara
penting. Data menunjukkan, rata-rata penyerapan
Kementerian dan Lembaga sampai dengan akhir
bulan Oktober 2013 tidak lebih dari 40%. Maka, sisa
anggaran yang 60% “harus” dihabiskan hanya dalam
waktu dua bulan.

Jangan heran kalau di bulan-bulan ini, sulit sekali
mencari hotel —dari kelas yang sangat mewah hingga
yang biasa- yang tidak ada “event plat merah”
di dalamnya. Berbagai macam rapat, seminar,
workshop, koordinasi, sinergi, finalisasi, atau apapun
istilah lainnya begitu marak diadakan di ruang-ruang
meeting hotel. Ruang rapat yang sengaja dibangun di
kantorpun sia-sia.

Jangan heran kalau hampir seluruh penerbangan
dan bandara dipenuhi oleh para PNS. Begitu banyak
rombongan PNS memenuhi setiap sudut bandara
dan setiap kursi pesawat. PNS pusat biasanya
melakukan perjalanan dinas ke daerah, sedangkan
yang di daerah berlomba-lomba melihat ibukota.

Jangan heran pula kalau saat ini begitu banyak PNS
bertebaran di luar negeri. Studi banding, seminar,
short course, magang, dan lain sebagainya begitu
rajin mereka lakukan. Jangan tanyakan hasilnya,
karena tujuan utama berbagai kegiatan ini memang
hanya menghabiskan anggaran.

Penyerapan Anggaran,
bukan pemborosan?

Oleh : Hisyam Haikal

Tak Cuma PNS tentu saja. Ini berlaku juga buat
para anggota DPR. Semua pihak berlomba-lomba
dan cenderung membabibuta menghabiskan “kue
anggaran” yang tersisa pada dua bulan terakhir.
Nampaknya hanya dalam hal ini, pemerintah dan
parlemen sepakat saling bahu membahu.

ltulah kondisi yang selalu terjadi di akhir tahun
anggaran, dari tahun ke tahun, bagai tak pernah
ada kemajuan. Seolah semua pihak tidak berdaya
mengatasi permasalahan ini.

Sungguh sangat mudah menyusun daftar pihak-pihak
yang patut disalahkan atas situasi ini. Para Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Para
Pejabat Pembuat Komitmen boleh jadi ada di daftar
teratas.

Bila ditelusuri dari tahun ke tahun, sebenarnya ada
beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai penyebab
utama permasalahan ini.

Perencanaan yang sekedarnya. Perencanaan dan
anggaran yang disusun Kementerian dan Lembaga
pada umumnya disusun hanya untuk memenuhi
syarat pengalokasian dana APBN. Kementerian dan
Lembaga kebanyakan tidak tahu persis apa yang
akan mereka lakukan pada tahun depan. Tidak
banyak Kementerian dan Lembaga yang mampu
menerjemahkan Visi dan Misi organisasi yang begitu
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bagus yang telah mereka susun, ke dalam kegiatan
yang sepenuhnya bisa mendukung visi misi tersebut.
Bila dilihat Rencana Strategis (Renstar, 5 tahunan)
yang disusun Kementerian Lembaga yang kemudian
diturunkan dalam Rencana Kerja (Renja, tahunan),
Program, Kegiatan dan seterusnya, nampak sekali
betapa “tidak nyambungnya” kegiatan yang dilakukan
dengan Renstra. Jadi, perencanaan anggaran disusun
sekedar memenubhi syarat formalitas dan cenderung
terburu-buru.

Akibatnya, ketika anggaran yang telah diajukan
disetujui, Kementerian dan Lembaga mengalami
kebingungan dalam memanfaatkannya pada tahun
berjalan.  Akhirnya pengeluaran yang dilakukan
cenderung tidak terarah dan tidak mendukung Visi
dan Misi organisasi. Apalagi ketika akhir tahun tiba,
pengeluaran yang dilakukan cenderung mengada-
ada, hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran.

Sikap mental para pejabat. Para pengambil
keputusan (baca pejabat) Kementerian dan
Lembaga tidak terlalu aware dengan pentingnya
perencanaan dan anggaran. Sudah menjadi praktek
yang lazim para pimpinan Kementerian terbiasa
melakukan disposisi berbunyi “selesaikan” kepada
para bawahan yang terus dilakukan sampai lapisan
pegawai paling bawah. Akibatnya, perencanan dan
anggaran biasanya disusun oleh seorang pegawai
pada level terbawah tanpa arahan yang jelas dari
para pimpinan. Entah karena kesibukan atau memang
karena tidak peduli, biasanya tidak banyak koreksi
yang diberikan atasan atas konsep bawahannya.
Maka jadilah konsep yang disusun pegawai level
terbawah tadi menjadi dokumen resmi perencanaan
dan anggaran Kementerian dan Lembaga.

Lebih parahnya lagi, pada tahun anggaran berjalan,
banyak pejabat melakukan intervensi dengan
memaksakan kegiatan yang tidak direncanakan
sejak dan tidak tersedia dananya. Dalam beberapa
hal, boleh jadi hal demikian memang benar-benar
dibutuhkan untuk merespon perubahan yang terjadi.
Tetapi seringkali itu dilakukan untuk memenuhi
keinginan dan selera pimpinan saja. Di sinilah para
pengelola keuangan Kementerian dan Lembaga
harus pintar-pintar “berakrobat”. Sah-sah saja bila itu
tidak melanggar ketentuan yang berlaku, tapi akan
lain ceritanya kalau sebaliknya. BPK dan KPK tentu
tak akan tinggal diam.

Penyerapan sebagai Indikator Kinerja Utama.
Beberapa kementerian dan Lembaga memasang
penyerapan anggaran sebagai salah satu Indikator
Kinerja utama (IKU) untuk mengukur kinerja
organisasi. Tentu saja hal demikian sah-sah saja
bila perencanaan yang dilakukan telah memenuhi
standar yang cukup untuk bisa dikatakan baik.
Namun melihat kondisi perencanaan dan anggaran
yang masih jauh dari sempurna, rasanya sangat
tidak masuk akal menetapkan penyerapan anggaran
sebagai IKU. Di negara-negara maju seperti Australia
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dan Belanda, yang seringkali kita jadikan rujukan
dalam perencanaan dan anggaran, tidak ada IKU
tersebut.

IKU penyerapan anggaran sangat berdampak negatif
pada perilaku Kementerian dan Lembaga. Segala
upaya dilakukan agar target IKU tersebut tercapai
alias “hijau”, jangan sampai tidak tercapai atau
“merah”. Capaian IKU yang “merah” akan membuat
Kementerian dan Lembaga seakan-akan tidak
profesional dan tidak berkinerja dengan baik. Tentu
saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh Kementerian
dan Lembaga. Maka terciptalah situasi seperti yang
selalu kita hadapi setiap akhir tahun seperti sekarang
ini. Situasi yang boleh dibilang memalukan, karena
semua hotel, bandara, penerbangan, dipenuhi oleh
korps PNS.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk —paling tidak-
sedikit memperbaiki kondisi semacam ini? memang
tidak mudah, tapi tentu saja selalu ada yang bisa
dilakukan. Melibatkan Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) adalah salah satunya. Selama
ini, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga
hanya melakukan pengawasan atas pelaksanaan
anggaran dan pelaporannya. Mereka hanya terjun
ketika anggaran telah dilaksanakan dan melakukan
reviu atas laporan keuangan. Mulai tahun 2013,
APIP dilibatkan sejak perencanaan anggaran dimulai.
Mereka melakukan pengawasan sejak dari hulu
hingga ke hilir. Sebuah langkah maju yang patut kita
hargai tentunya.

Tapi tidak sedikit pihak yang memandang sebelah
mata kepada para auditor intern pemerintah ini.
Banyak pihak yang masih meragukan Profesionalisme
danintegritas mereka. Belum lagi ketika berbicara soal
Independensi. Mampukah APIP bersikap independen
terhadap “kawan” sendiri, karena APIP adalah bagian
integral dari Kementerian dan Lembaga.

Justru di sinilah tantangan bagi Kementerian dan
Lembaga. Di saat mereka diberikan kepercayaan
untuk melakukan pengawasan internal, seharusnya
ini membuat perencanaan kinerja dan anggaran
menjadi lebih baik.

Melibatkan APIP dalam pengawasan sejak dari
perencanaan anggaran hanyalah satu langkah
kecil yang telah dilakukan untuk menciptakan iklim
pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga
yang lebih baik. Diperlukan banyak langkah lain
yang lebih besar dan dukungan semua pihak untuk
mewujudkannya.
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Upaya Peningkatan Citra Auditor Internal

Oleh : Hery, S.E., M.Si.
Dosen FE Unika Atma Jaya

ebagai orang yang memiliki tugas dan tanggung
jawab dalam hal mengawasi jalannya kegiatan
finansial maupun kegiatan operasional
perusahaan, maka sudah sepantasnya-lah apabila
orang yang berada dalam jajaran departemen
internal audit ini merupakan para profesional
yang benar-benar memiliki kemampuan
yang sangat memadai. Auditor internal
harus  profesional  dalam
melaksanakan tugas dan
kewajibannya. Seorang
auditor internal paling tidak
(minimal) harus memiliki
pemahaman yang cukup
kuat/baik mengenai ilmu
accounting dan auditing (secara teknis)
di samping kemampuan memahami
segala aspek yang menyangkut bidang bisnis

Insight
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operasional perusahaan. Tak jarang dijumpai seorang
auditor internal yang memiliki kemampuan teknis
dan pengalaman kerja yang minim dibanding dengan
persyaratan yang diperlukan dalam melakukan tugas
auditnya.

Bahkan dalam perusahaan

dengan skala bisnis dan operasional yang
besar,

disamping keharusan memiliki
kemampuan  dalam ilmu
accounting dan  auditing
yang baik juga diperlukan
pemahaman terhadap
masalah hukum, sosial/publik
yang mungkin akan timbul
sebagai efek dari suatu kegiatan
usaha. Jelas sudah bahwa auditor internal
haruslah merupakan orang yang benar-
benar memiliki tingkat capable yang tinggi,

ditor,
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tidak tertutup kemungkinan keharusan memiliki
pemahaman atas segala bidang. Auditor internal
harus secara terus menerus melakukan perbaikan/
peningkatan (continuous improvement) dalam

wawasan ilmu pengetahuan, dengan mengikuti
berbagai training atau pembelajaran lanjutan secara
berkala.

Dalam bidang profesi audit internal,
khususnya di Indonesia, ada 2 (dua) jenis sertifikasi
yang relatif diakui, yaitu sertifikasi yang bersifat lokal
daninternasional. Yang bersifat lokal adalah apa yang
disebut dengan Qualified Internal Auditor, dengan
gelar QIA. Sedangkan yang bersifat internasional
adalah apa yang disebut dengan Certified Internal
Auditor, dengan gelar CIA. Beberapa perusahaan
memang tidak secara tegas mensyaratkan adanya
sertifikasi tersebut untuk departemen audit
internalnya. Beberapa perusahaan lain, meskipun
tidak secara tegas menyebutkan adanya persyaratan
sertifikasi, namun secara informal telah mendorong
agar jajaran audit internalnya berusaha sekuat
tenaga untuk membuktikan tingkat kompetensinya
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melalui pengambilan sertifikasi tersebut.

QIA adalah gelar kualifikasi dalam
bidang audit internal yang merupakan simbol
profesionalisme bagi individu yang menyandang
gelar tersebut. Gelar QIA juga merupakan pengakuan
bahwa penyandang gelar tersebut telah memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan
kualifikasi auditor internal kelas dunia. QIA diberikan
oleh Dewan Sertifikasi yang terdiri dari unsur-
unsur organisasi profesi audit internal terkemuka di
Indonesia, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Forum Komunikasi Satuan
Pengawasan Intern (FKSPI), The Institute of Internal
Auditors (llIA) Indonesian Chapter, Perhimpunan
Auditor Internal Indonesia (PAll), Yayasan Pendidikan
Internal Audit (YPIA), dan akademisi serta praktisi
bisnis yang memiliki kompetensi dan komitmen
terhadap perkembangan audit internal di Indonesia.

Dewan Sertifikasi  Qualified Internal
Auditor (DS-QIA) telah mensyaratkan bahwa para
pemegang sertifikasi QIA harus mengikuti Program
Pendidikan Lanjutan (PPL) sebanyak 180 jam yang
dapat ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun, hal ini
dimaksudkan untuk menjaga agar para pemegang
sertifikasi dalam bidang profesi internal audit
ini selalu menyegarkan pengetahuannya sesuai
kebutuhan atau tuntutan dari perkembangan jaman,
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi
serta kemajuan dalam dunia usaha/bisnis. Dalam
rangka menambah Program Pendidikan Lanjutan
(PPL) tersebut, Yayasan Pendidikan Internal Audit
(YPIA) secara berkala senantiasa menyelenggarakan
berbagai lokakarya. Lokakarya ini disamping
menambah PPL juga dapat dijadikan sebagai studi
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banding dengan perusahaan lain perihal yang terjadi
pada masing-masing perusahaan. Pada kesempatan
inilah, para auditor internal diharapkan dapat saling
berbagi, saling bertukar informasi, pemikiran dan
menambah wawasan agar dapat berguna kelak
dalam mengatasi kemelut/masalah  perusahaan
yang mungkin sama terjadi.

Pada beberapa perusahaan swasta, hanya
sedikit sekali dijumpai auditor internal yang memiliki
sertifikasi profesi dalam bidang internal audit. Beda
dengan perusahaan BUMN, contohnya saja seperti
Pertamina yang memang sangat memperhitungkan
atau mempertimbangkan sekali faktor sertifikasi
qualified internal auditor (QIA) atau certified
internal auditor (CIA) dalam susunan keanggotaan
departemen internal auditnya.

Lebih lanjut, di masa mendatang demi
peningkatan citra para profesional di bidang internal
audit ini, maka mungkin sudah selayaknya apabila
baik di perusahaan swasta maupun perusahaan
publik menaruh perhatian pada kelayakan sertifikasi
profesi bagi setiap auditor internalnya. Akan tetapi,
perusahaan juga memang perlu memperhitungkan
cost dan benefit pada saat mengambil keputusan
untuk mempekerjakan (merekrut) para auditor
internal yang memiliki sertifikasi profesi. Para auditor
internal yang telah memiliki sertifikasi profesi ini
sudah pasti juga menghendaki imbalan jasa yang
besar, oleh sebab itu perlu bagi pihak perusahaan
untuk mempertimbangkan manfaat yang akan
diperoleh dari pengorbanan vyang dikeluarkan
perusahaan dengan membayar mahal jasa para
auditor internal yang bersertifikasi. Auditor internal
yang telah bersertifikasi ini memang paling tidak
memiliki “nilai lebih” di mata audittee karena
pengakuannya dalam bidang pemeriksaan intern.

j. memiliki

#ml

Auditor internal yang ideal seharusnya
memiliki kualifikasi sebagai berikut :

Q

sarjana akuntansi (lebih diutamakan MBA).

b. akuntan publik beregister yang memiliki
pengalaman kerja sebagai auditor di KAP “the big
four”.

c. memiliki latar belakang dalam bidang keuangan
dan akuntansi.

d. memiliki pengalaman kerja dalam bidang

pemeriksaan internal selama 5 hingga 15 tahun.

e. memiliki pengakuan sertifikasi profesi secara
internasional seperti Certified Internal Auditor
(CIA), Certified Information Systems Auditor
(CISA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified
Management Accountant (CMA), atau Certified
Financial Manager (CFM).

f. memiliki keahlian dalam bidang komputer,
termasuk menguasai sistem dan database
keuangan serta ahli dalam menggunakan

accounting & auditing computer software.

g. memiliki pengalaman dalam hal berinteraksi
dengan top management, dewan direksi, dan
audit committee.

h. memiliki kepribadian yang kuat dan memahami
etika profesi secara baik.

i. memiliki kemampuan analisa yang kuat dan
kemampuan untuk
memecahkan
masalah.

keahlian
dalam hal



./ ' raqam pcecNgauJarsan

berkomunikasi, baik secara tertulis maupun

secara lisan.
Kondisi  fungsi audit internal harus
sepenuhnya  memberikan  dukungan  kepada

manajemen khususnya Top Executive. Hasil audit
yang dilakukan oleh auditor internal seyogyanya
dapat memberikan informasi strategis bagi Top
Executive sebagai bahan pertimbangan dalam proses
pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan
yang baru. Auditor internal harus dapat menjadi
“penghubung” yang vital dalam rantai pengambilan
keputusan. Masukan-masukan (input) yang diberikan
oleh auditor internal serta keahlian yang dimilikinya
akan sangat krusial dalam proses pengambilan
keputusan.

Di samping itu, temuan audit internal yang
dilaporkan tidak hanya lebih menonjolkan pada
faktor kegagalan, kelemahan, dan kesalahan tetapi
juga perlu diciptakan adanya pengakuan prestasi
bagi audittee. Jadi, jika dilihat dari sisi orientasi
pelaksanaan tugas, sasaran analisis dari audit
internal tidak semata-mata hanya menitik-beratkan
pada ketaatan dan kecurangan.

Kondisi idealnya adalah bahwa audit yang
dilakukan oleh para auditor internal harus dapat
memberikan jasa konsultasi (selayaknya seorang
konsultan internal) bagi manajemen puncak maupun
audittee, pengendali potensi pemborosan biaya
(inefisiensi) dansekaligus sebagai pengendaliketaatan
pada kebijakan atau ketentuan manajemen. Audit
internal juga harus menitik-beratkan pada proses
dengan sasaran peningkatan efisiensi, efektivitas,
produktivitas dan peningkatan keuntungan atau
profitabilitas usaha (profit oriented) melalui audit
terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan.
Temuan hasil audit pun sebaiknya lebih berorientasi
untuk menunjukkan peluang peningkatan kinerja
perusahaan pada masa mendatang.

Agar hasil pekerjaan pemeriksa intern
tersebut menjadi efektif serta dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab, maka perlu diperhatikan tiga
syarat berikut; yaitu kebebasan bertindak, memiliki
keahlian teknis dan yang paling penting lagi adalah
mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan
perusahaan. Jangan sampai terjadi gap kepentingan
(jurang pemisah) antara keinginan para pimpinan
perusahaan dengan orientasi aktivitas internal audit.
Pada dasarnya, dengan semakin adanya dukungan

40

penuh dari pimpinan perusahaan, maka audit
internal yang dilakukan juga akan semakin efektif.

Auditor internal wajib memahami dengan
baik proses manajemen yang dilaksanakan dalam
organisasinya, agar dapat membantu para manajer
dalam rangka pertanggung jawabannya terhadap
pemilik dana (investor). Hal ini mengingat bahwa
ruang lingkup pekerjaan dari audit internal meliputi
pengujian dan penilaian atas kecakupan dan
efektifitas sistem pengendalian internal organisasi.
Dalam melaksanakan tugas utamanya auditor
internal harus dapat berperan dengan sebaik
mungkin yaitu melakukan penilaian dan evaluasi
terhadap sistem dalam rangka pencapaian tujuan
perusahaan. Dengan berperannya auditor internal
secara optimal maka diharapkan akan berpengaruh
terhadap proses manajemen ke arah yang lebih
efektif dan yang pada gilirannya akan membuat
tujuan perusahaan menjadi tercapai.

Pihak perusahaan (manajemen) biasanya
mengeluarkan dana vyang tidak sedikit untuk
membiayai departemen audit internal. Laporan
audit internal merupakan salah satu bentuk
pertanggung jawaban satuan audit internal atas
cost yang telah dikeluarkan perusahaan demi
menghasilkan benefit bagi perusahaan. Namun,
seringkali laporan audit internal hanya sekedar
melaporkan temuan-temuan, tidak menunjukkan
prioritas masalah yang sedang dihadapi manajemen
perusahaan, dan tidak mendorong manajemen
untuk mengambil tindakan. Dalam situasi informasi
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yang overload, dan keterbatasan waktu yang dimiliki
manajemen, laporan yang hanya sekedar menyajikan
temuan-temuan ini tentu saja akan menjadi kurang
diperhatikan oleh manajemen karena manajemen
tentu saja akan lebih memusatkan perhatiannya
kepada masalah-masalah perusahaan yang sedang
menjadi  prioritasnya. Auditor internal harus
mampu menyusun laporan yang bermanfaat bagi
manajemen. Kerja keras satuan audit internal akan
menjadi sia-sia hanya karena penulisan laporan yang
tidak profesional.

Pelaksanaan tugas audit internal bukanlah
merupakan pekerjaan yang mudah. Auditor internal
dituntut bukan saja memiliki keahlian di bidang audit,
melainkan juga keterampilan dalam berhubungan
dengan audittee. Hal ini karena sebagian besar waktu
audit adalah berkomunikasi dengan audittee. Yang
sering menjadi kendala utama dalam berkomunikasi
adalah  terjadinya  miscommunication  antara
auditor internal dengan audittee sehingga pokok
permasalahan yang ingin disampaikan menjadi
tidak terakomodir. Dalam situasi demikian, bukan
tidak mungkin timbul konflik antara auditor internal
dengan audittee. Konflik yang berkepanjangan

-
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bukan hanya mengakibatkan sasaran audit menjadi
tidak tercapai, melainkan juga pada akhirnya akan
merugikan organisasi secara keseluruhan. Dengan
semakin berkembangnya peran auditor internal,
perlu adanya hubungan yang harmonis antara
auditor internal dengan audittee. Sudah saatnya bagi
auditor internal untuk mengubah sikapnya dari yang
represif menjadi lebih persuasif. Auditor internal
harus mampu untuk secara psikologis memahami
keberadaan audittee dan menciptakan komunikasi
yang harmonis dalam organisasi.

Gabungan keahlian (the skill mix) yang harus
dimiliki oleh satuan audit internal dan banyaknya
anggota tim audit internal seharusnya ditentukan
berdasarkan luasnya jasa yang diharapkan oleh

audit committee dan manajemen untuk memenuhi
kebutuhan organisasi. Rencana audit (audit plan)
seharusnya berdasarkan pada penilaian atas resiko
dan prioritas resiko, juga mempertimbangkan tujuan
bisnis organisasi jangka panjang, rencana ekspansi,
dan strategi pertumbuhan perusahaan.
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Penyelesaian Two Step Loan
pada BBO/BBKU/BDL

Disusun oleh Sugianto Djayataruna

Latar Belakang

asyarakat pada umumnya mengenal
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) sebagai bentuk penyelamatan

krisis keuangan tahun 1997 s.d. 1998. Memang
BLBI dimaksudkan untuk hal itu, namun BLBI bukan
satu-satunya bentuk penyelamatan krisis keuangan
tersebut.

Sejatinya, bantuan untuk penyelamatan krisis
keuangan tahun 1997 s.d. 1998 berjumlah 647,13
triliun. Jumlah tersebut meliputi BLBI senilai Rp144,54
triliun, Obligasi Pemerintah senilai Rp448,81 triliun,
dan Program Penjaminan yang diotorisasi oleh Bl dan
BPPN senilai 53,78 triliun.

Krisis perekonomian Indonesia yang mencapai
puncaknya pada tahun 1997 s.d. 1998, telah
melahirkan perdebatan publik, khususnya mengenai
pilihan kebijakan yang diambil Pemerintah waktu itu.
Penyaluran BLBI paling banyak disorot Panitia Kerja
(Panja BLBI) Komisi IX DPR Rl, yang ditindaklanjuti
dengan audit investigasi oleh BPK. BLBI menyangkut
aliran dana yang sangat besar dan berdampak negatif
atas pengelolaan keuangan negara pasca krisis.

Dari Dana BLBI tersebut, Pemerintah menerima
pinjaman dari ADB, IBRD dan JBIC vyang
diteruspinjamkan kepada beberapa Bank Swasta
melalui Bank Indonesia (Bl) sebagai chanelling.
Kemudian Pemerintah memberikan juga fasilitas
pinjaman RDI kepada beberapa bank swasta untuk
membiayai proyek KPRS dan KPRSS melalui Bank BTN
sebagai chanelling. Pinjaman pemerintah ini yang
kemudian disalurkan melalui Bl dan BTN dinamakan
Two Step Loan (TSL).

Sebagai dampak krisis ekonomi tahun 1997,
Pemerintah membekukan status beberapa bank
swasta nasional termasuk diantaranya bank penerima
pinjaman TSL tersebut, diantara bank swasta nasional
tersebut ada yang menjadi Bank Beku Operasi (BBO),
Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan Bank Dalam
Likuidasi (BDL).

Piutang TSL

Berdasarkan data yang ada, outstanding piutang
TSL per 30 Juni 2011 sebesar Rp1,92 triliun dan
USD18,88 juta atau total senilai Rp2,11 triliun, nilai
tersebut berupa pokok piutang, bunga dan lainnya.
Pinjaman TSL ini diberikan kepada 11 bank swasta
nasional yaitu Bank Uppindo (BBKU), Bank Umum
Nasional (BBO), BDNI (BBO), Bank Asia Pacific (BBKU),
Bank Unibank (BBKU), Bank Dagang Bali (BDL), Bank
Andromeda (BDL), Bank Central Dagang (BBKU), Bank
Papan Sejahtera (BBKU), Bank Putra Surya Perkasa
(BBKU) dan BPD Timor Timur.

Padatahun 1997 sampaidengan 1999, Blmenyalurkan
BLBI kepada 48 Bank senilai Rpl144,54 triliun,
termasuk didalamnya BBO/BBKU/BDL penerima
TSL. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari B,
bahwa pinjaman TSL BBO/BBKU/BDL tidak termasuk
dalam penyelesaian BLBI, akan tetapi Bl tetap
mencatat perhitungan TSL untuk bank-bank tersebut
sampai pemerintah - sesuai dengan kewenangannya
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- meminta untuk menghentikannya. Akibatnya
kewajiban debitur kepada bank-bank yang termasuk
BBO/BBKU/BDL sudah selesai, namun pengembalian
pinjaman TSL kepada Pemerintah yang merupakan
kewajiban bank swasta BBO/BBKU/BDL sampai saat
ini belum tuntas karena kewajiban ini tidak termasuk
prioritas utama pada saat penyelesaian BLBI.

Tahun 1999, piutang BLBI diserahkan (cessie) BI
kepada Pemerintah berdasar akta cessie antara
Gubernur Bank Indonesia dengan Pemerintah c.q.
BPPN tanggal 22 Februari 1999. Dengan pengalihan
tersebut, maka BLBI yang diberikan Bank Indonesia
beralih menjadi hutang Pemerintah kepada Bank
Indonesia sekaligus menjadi piutang Pemerintah
c.g. BPPN kepada bank-bank. Sebagai gantinya
Pemerintah menerbitkan Surat Utang senilai
Rp144,54 triliun.

Upaya pengembalian uang negara diserahkan kepada
BPPN, termasuk dana BLBI senilai Rp132,65 triliun
untuk BBO/BBKU, sedangkan untuk BDL senilai
Rp11,89 triliun dialihkan kembali ke Kementerian
Keuangan.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 1999 dan Pasal 19 SK Dir 32/1999, Bank
Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan
pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan
hukum dan likuidasi bank. Fungsi pengawasan
likuidasi bank oleh Bank Indonesia tersebut
dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan likuidasi
bank yang dilakukan oleh Tim Likuidasi agar tidak
menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sedangkan
peranan Pemerintah c.q Kementerian Keuangan
adalah berkaitan dengan pengalihan BLBI secara
cessie kepada Pemerintah termasuk didalamnya
pengalihan dana talangan. Sehubungan dengan
hal tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan
likuidasi maka posisi Pemerintah c.q. Kementerian
Keuangan terhadap BDL adalah merupakan pihak
yang menggantikan kedudukan nasabah penyimpan
dana dan kreditur lainnya (vide Pasal 17 Peraturan
Pemerintah dan Pasal 40 huruf b dan e SK Dir).

Berdasarkan proses tersebut, dapat disimpulkan
bahwa piutang Pemerintah yang bersumber dari TSL
pada Bl yang diteruspinjamkan kepada BBO/BBKU/
BDL telah diselesaikan dengan diberikannya BLBI dari
Bl, yang sudah dilakukan pembayaran dengan Surat
Utang oleh Pemerintah.

Upaya Penyelesaian

Pembahasan — pembahasan yang telah dilakukan
antara DJKN dan DJPBN pada tahun 2010
menghasilkan 2 opsi terkait penyelesaian pinjaman
TSL, yaitu :

1. Melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN), dengan tujuan penghapusan
piutang setelah piutang diurus secara optimal
dan diterbitkan Piutang Sementara Tidak Dapat
Ditagih (PSBDT);

2. Melalui mekanisme diluar PUPN sebagaimana
diatur dalam PP Nomor 14 tahun 2005 terkait
piutang BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Dalam perjalanan kedua opsi tersebut sulit
dilaksanakan mengingat entitas BBO/BBKU/BDL
tersebut sudah tidak ada, Pembahasan dilanjutkan
tahun 2011 menghasilkan opsi tambahan berupa
penghapusan piutang TSL pada BBO/BBKU/BDL
dalam bentuk KMK untuk mengeliminasi kesulitan
melalui mekanisme PUPN maupun PP nomor 14
tahun 2005.

Penyelesaian BPD Timor Timur

Status BPD Timor Timur sebelum adanya TAP MPR
No.V/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang
penetuan jejak pendapat di Timor Timur dan
dicabutnya TAP MPR No. VI/MPR/1978 tanggal 22
Maret 1978 tentang integrasi Timor Timur ke NKRI,
merupakan Perusahaan daerah yang semua pemilik
sahamnya adalah Pemerintah Daerah Tingkat | dan
13 Pemerintah Daerah Tingkat Il di wilayah Provinsi
Timor Timur.

BPD Timor Timur sudah tercatat sebagai peserta
program penjaminan pemerintah sejak tanggal 4
Februari 1998 yang dibuktikan oleh adanya surat
pernyataan yang dibuat oleh pengurus Bank sebagai
tanda keikutsertaan dalam program penjaminan
pemerintah. Selain itu BPD Timor Timur juga telah
melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran
premi sehubungan dengan keikutsertaannya pada
program penjaminan pemerintah sampai dengan
jajak pendapat dilakukan.

Kesulitan operasional dan keuangan BPD Timor
Timur terutama disebabkan oleh berpisahnya
wilayah Timor Timur dari NKRI dan tidak semata-
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mata disebabkan oleh faktor internal Bank sehingga
Bank tidak dapat menjalankan fungsinya sesuai
dengan kondisi normal.

Sejak Kemerdekaan Timor Timur tahun 1999, Bank
tidak lagi melakukan kegiatan operasional perbankan
sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1992
tentang perbankan sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 10 tahun 1998 kecuali kewajiban
penyampaian laporan bank umum. Kepengurusan
Bank masih tetap berlangsung, dimana hingga saat
ini masih tercatat 3 anggota Direksi Bank yang terus
mendapatkan gaji dan fasilitas lain berupa THR dan
rumah dinas bagi anggota Direksi yang berdomisili
di Kupang, sementara 2 anggota Direksi lainnya
tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas karena
berdomisili di Jakarta. Posisi keuangan BPD Timor
Timur pada waktu diserahkan pengawasannya ke KBI
Kupang (November 1999) adalah sebagai berikut :

a. Total aset : Rp37.600.286.759,00

b. Dana pihak ketiga : Rp18.893.562.908,00
Kredit yang diberikan : Rp29.968.329.356,00
d. Antar Bank Aktiva : Rp832.399.721,00

e. Laba Rugi tahun berjalan : Rp46.505.059,00

o

Sampai dengan saat ini, status BPD Timor Timur
masih menunggu klarifikasi dari Direktorat BMN
DJKN, dan untuk sementara dasar hukum yang dapat
digunakan mengacu pada rekonsiliasi Pemerintah Rl
dan Pemerintah Timor Leste (pada saat pengalihan /
pelepasan Timor Timur dari RI)

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pembahasan
antara

44

Sekretariat Jenderal, DJKN, DJPBN dan Itjen
Kementerian Keuangan terkait dasar hukum
atas penghentian perhitungan bunga dan cara
penyelesaian piutang dihasilkan 5 rencana tindak
lanjut yang harus dilakukan, yaitu

1. Menyiapkan data / dokumen pendukung per
posisi menjelang penyerahan (cessie) dari Bl ke
Pemerintah.

2. Kilarifikasi status kewajiban BPD Timor Timur.

3. Verifikasi hasil pencocokan data oleh Direktorat
SMI DJPBN dengan DJKN terkait dengan posisi
pinjaman menjelang cessie.

Pengecekan kewajiban TSL BBO/BBKU/BDL
kepada Pemerintah yang tercantum dalam
Laporan Keuangan Audited masing-masing bank
tersebut dan pengecekan kewajiban TSL BBO/
BBKU/BDL pada catatan Pemerintah (Dit. SMI).
Sedangkan pengecekan kewajiban TSL BPD
Timor Timur mengacu pada rekonsiliasi antara
Pemerintah Rl dan Pemerintah Timor Leste.

4. Melakukan rapat internal antara Kemenkeu, Eks-
BPPN, dan Eks-DJLK.

5. Melakukan rapat antara Kemenkeu dan BI-BTN.

Terkait BI, perlu dilakukan konfirmasi apakah piutang
TSL termasuk dalam BLBI yang telah dicessiekan
kepada Pemerintah dan pembahasan dasar hukum
pencatatan kewajiban TSL oleh BIl. Sedangkan
dengan BTN, perlunya konfirmasi apakah piutang
TSL termasuk dalam dana/obligasi rekapitalisasi
yang diterima BTN dan pembahasan dasar hukum
pencatatan kewajiban TSL oleh BTN.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, rencana tindak
lanjut ini belum terpenuhi. Tindak lanjut yang
ada sampai saat ini baru berupa konsep

KMK  tentang  penghentian

perhitungan bunga
dan kewajiban
lainnya.
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Memanfaatkan Data,
Meningkatkan Penerimaan

(Potensi penerimaan pajak dari pemanfaatan data kepabeanan)

enerimaan pajak —tak diragukan lagi- sangat
penting bagi kehidupan suatu negara.
Semakin tinggi penerimaan pajak suatu
negara, semakin mandiri negara tersebut dalam
menyejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, rendahnya
penerimaan pajak —dan penerimaan dalam negeri
lainnya- akan memaksa suatu negara berada dalam
posisi bergantung pada pinjaman luar negeri.

Begitupun di Indonesia. Pemerintah berusaha terus
menerus meningkatkan penerimaan pajak demi
kemandirian bangsa. Seluruh aparat Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) bekerja keras untuk memenuhi
target penerimaan. Bukan perkara mudah tentu saja.
Penerimaan pajak banyak sekali dipengaruhi oleh
faktor-faktor yang di luar kendali DJP, seperti situasi
dunia usaha, pertumbuhan ekspor impor dan tentu
saja situasi perekonomian global.

Untuk tahun 2012, realisasi penerimaan pajak
mencapai Rp980,1 triliun atau 3,6% lebih rendah dari
target dalam APBN-Perubahan sebesar Rp1.016,2
triliun. Lagi-lagi dikatakan bahwa faktor utama tidak
tercapainya target penerimaan adalah lesunya dunia
usaha terutama sektor pertambangan. Sebenarnya,
bila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun
2011, penerimaan 2012 mengalami peningkatan
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yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp107,5 triliun
atau 12,3%.

Sedangkan untuk tahun 2013, dari target Rp1.139,32
triliun yang ditetapkan, diprediksi capaian realisasi
total penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya
mencapai Rp1.040,32 triliun atau 91,31% dari target.

Inspektorat Jenderal, dalam kapasitasnya sebagai
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
sejalan dengan paradigma kemitraan, berusaha
mendorong dan membantu DJP dalam memenuhi
target penerimaan pajak. Pengawasan yang
dilakukan Itjen Kemenkeu, dalam hal ini Inspektorat
| selalu diarahkan pada perbaikan sistem, prosedur
dan pengelolaan sumber daya yang jelas akan sangat
berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak.

Tanggal 7 Juni 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan
Keputusan Nomor  194/KM.03/2012 tentang
Pertukaran Data Antara Direktorat Jenderal Pajak dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KMK ini didasari
oleh besarnya potensi penerimaan pajak, bea masuk
dan cukai bila pertukaran data dan pemanfaatannya
berjalan optimal. Koordinasi antara DJP dan DJBC
yang masih perlu ditingkatkan juga merupakan faktor
pemicu keluarnya KMK ini.

di turl_‘
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Dengan latar belakang seperti itulah, Inspektorat |
melakukan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan
pemanfaatan data kepabenan oleh DJP. Pengawasan
dilakukan dengan monitoring, evaluasi dan audit
untuk membantu DJP meningkatkan efektivitas dan
meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Di samping itu, pengawasan juga bertujuan
melakukan identifikasi permasalahan  dalam
pemanfaatan data kepabeanansekaligus memberikan
alternatif perbaikan/policy recommendation atas
permasalahan yang teridentifikasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemanfaatan
data kepabeanan dalam rangka menggali potensi
penerimaan pajak di DJP belum berjalan dengan
optimal. Masih banyak kendala dan permasalahan
yang ditemui, baik di kantor pusat DJP maupun di
beberapa kantor vertikal DJP. Terlepas dari upaya
keras yang dilakukan jajaran DJP dalam pemanfaatan
data kepabeanan yang sangat perlu untuk diapresiasi,
penulis berpendapat upaya tersebut masih sangat
perlu ditingkatkan mengingat potensi penerimaan
cukup signifikan.

Ada beberapa kendala dan permasalahan yang
semestinya dapat diatasi apabila KMK 194/
KMK.03/2012 dijalankan dengan konsisten, baik dari
sisi aparat DJP maupun DJBC.

Pertama, pemenuhan elemen data.

Ada beberapa kondisi di mana data sebagaimana
dipersyaratkan dalam KMK no. 194/KMK.03/2012
belum diunggah oleh pihak yang berkewajiban
mengunggahnya. Elemen data apa dari profil WP yang
dibutuhkan DJBC adalah kondisi yang belum menjadi
concern kedua belah pihak. Kondisi semacam ini jelas
memerlukan koordinasi intensif dan pemahaman
yang sama antara DJP dan DJBC.

Kedua, penerusan data belum berjalan efektif.

Hasil pertukaran data antara DJP-DJBC tentu baru
akan terasa sangat bermanfaat bila diteruskan ke
seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerusan
data di lingkungan DJP dilakukan dengan cara upload
data melalui Portal DJP. Kondisi yang dihadapi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), data tersebut banyak
yang tidak ditemui di Portal alias tidak sepenuhnya
di upload. Selain itu, beberapa data yang perlu

ditindaklanjuti diteruskan ke KPP yang salah karena
Wajib Pajak (WP) tidak terdaftar di KPP tersebut
atau telah pindah ke KPP lain. Dengan demikian,
maksud ditetapkannya KMK 194 tentu saja belum
tercapai, sehingga potensi penerimaan dari kegiatan
ini belum tegali dengan optimal. Seringkali dijumpai
juga data yang ada dalam portal pertukaran data
DJP-DJBC tidak akurat, misalnya menyangkut status
penyampaian SPT Tahunan.

Ketiga, data belum/tidak ditindaklanjuti.

Banyak ditemui kondisi di mana KPP belum
menindaklanjuti secara tuntas data kepabeanan.
Data dimaksud adalah data Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) dan Data Pemberitahuan Impor Barang
(PIB). Wajib Pajak melakukan kegiatan ekspor/impor,
namun tidak/kurang melaporkannya dalam SPT
Tahunannya. Bahkan ditemui kondisi dimana WP
telah dinyatakan sebagai WP non efektif, padahal
masih melakukan kegiatan ekspor/impor. Salah
satu penyebab belum ditindaklanjutinya data ini
karena banyak Account Representatif (AR), sebagai

P\

&

garda depan penggali potensi penerimaan, belum
mengetahui tentang adanya Portal Pertukaran Data
DJP-DJBC ini.

Dari sudut pandang Inspektorat Jenderal selaku APIP,
koordinasi antara DJP dan DJBC dalam hal ini adalah
hal yang paling mendesak untuk dilakukan. Koordinasi
pada awalnya? akan melahirkan pemahaman yang
sama tentang pentingnya pemanfaatan pertukaran
data.

Di samping itu, perlu juga diperhatikan bahwa
Keputusan Menteri Keuangan nomor 194/
KMK.03/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang
Pertukaran Data antara DJP dan DJBC masih perlu
disempurnakan. Dalam KMK tersebut masih perlu
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ditambahkan beberapa data yang belum tercakup,
yang cukup penting untuk menggali potensi
penerimaan pajak, yaitu:

a) Data ekspor yang dibatalkan; Data ini diperlukan
untuk memantau apakah ada penjualan ekspor
yang batal namun tetap diakui sebagai penjualan
ekspor oleh WP untuk menghindari pembayaran
PPN keluaran.

b) Data Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
dan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT);
Data ini diperlukan karena maraknya kegiatan
impor melalui pengiriman udara belakangan ini

c) Data realisasi penggunaan kompensasi PPN Lebih
Bayar untuk pembayaran PPN Hasil Tembakau
dalam pemesanan/penebusan pita cukai (CK-
1) pada KPPBC; Data ini diperlukan DJP untuk
memantau kebenaran kompensasi PPN oleh WP.

d) Data Pemberitahuan Mutasi Barang Kena
Cukai dengan Fasilitas Pembayaran Berkala
(CK-5). Data ini perlu untuk memantau mutasi
barang, terutama untuk perusahaan grup,
dan perusahaan yang mempunyai hubungan
istimewa.

Secara internal, DJP perlu melakukan sosialisasi
kepada para pejabat dan pegawai terkait untuk lebih
aware terhadap pentingnya pemanfaatan data untuk
menggenjot penerimaan. Di samping itu, sistem
aplikasi Portal Pertukaran Data DJP-DJBC masih
harus terus disempurnakan agar data yang di-upload
tersebut lebih bermanfaat dan dapat digunakan
oleh semua pihak terkait untuk menggali potensi
penerimaan negara.

Inspektorat Jenderal, khususnya Inspektorat | dan
Inspektorat 1l, sesuai dengan tugas dan fungsinya,
tentu saja akan terus mengawal implementasi
pemanfaatan data ini agar terus memberikan
kontribusi yang optimal dalam penerimaan negara.
Diperlukan kesadaran semua pihak untuk lebih
mengimplementasikan salah satu nilai Kementerian
Keuangan vyang nampaknya paling sulit untuk
diwujudkan, yaitu Sinergi. Dengan sinergi, tentu saja
semua akan berjalan lebih lancar dan efektif, menuju
satu tujuan, penerimaan negara yang optimal dan
mampu menopang penyelenggaraan negara.

Penulis : (Sorta Simatupang, AK, MBA, CFE, Auditor Madya
pada Inspektorat 1)
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KEPEMIMPINAN YANG MEILAYANI

"It i the duty of the leader Bs be a. sowant to these respensible to him.”

( N Aerwce Master adalah perusahaan vyang
Bjsukses dan dinamis di bidang kebersihan
dan maintenance rumah sakit, sekolah dan
gedung-gedung lainnya. Perusahaan ini melayani
setidaknya 12 juta pelanggan di Amerika Serikat dan
44 negara di dunia dengan tingkat pendapatan tidak
kurang dari USD7 milyar.. Bidang yang digelutinya

bukanlah bidang yang “bergengsi”. Pekerjaannya
tidak lain adalah membersihkan tolilet, menggosok
lantai, dan membasmi hama di dalam dan luar
gedung.

Meskipun demikian, Service Master telah
menanamkan pada para pegawainya rasa kebanggaan
dan tanggung jawab. Semua itu berkat pendekatan
kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpinnya
yaitu C. William Polard. C. William Pollard bergabung
dengan Service Master pada tahun 1977 dan menjadi
CEO untuk dua masa jabatan sejak 1983.

Polard memiliki keyakinan bahwa
mengambil hak pegawai untuk membuat keputusan
dan mengambil tindakan adalah tidak bermoral.
Pollard berpendapat bahwa pemimpin memiliki
tangungjawab moral untruk membantu bawahannya
mengembangkan potensi dirinya secara penuh.
Hal tersebut dilakukan dengan mengembangkan
keterampilan mereka, memberikan informasi,
perangkat, dan kewenangan yang dibutuhkan bagi
pegawai untuk bertindak secara independen.

“

Pollard menggambarkan dirinya sebagai
pemimpin yang memimpin dengan hati melayani”
dan mendorong pemimpin lain dalam perusahaannya
untuk bertindak yang sama. Para pemimpin di

perusahaannya tidak melihat tugas mereka hanya

48

membuat orang-orang di bawahnya dapat berkinerja
baik tetapi mendorong mereka tumbuh secara
individu secara optimal.

Para pemimpin di Service Master memperhatikan
bagaimana  perasaan  bawahannya terhadap
pekerjaan, dan terhadap rekan kerja yang lain.
Service Master menekankan perlunya pemimpin
mengambil kebijakan pintu terbuka dan harus
bersedia mendengarkan keluhan yang disampaikan
bawahan.

Bagi Pollard, pemimpin yang sejati bukanlah “ orang
yang paling terkenal dan tinggi gajinya atau yang
paling lama mengabdi pada perusahaan..... tetapi
orang yang merupakan role model , pengambil risiko,
bukannya orang yang mempromosikan dirinya sendiri
tetapi yang dapat mempromosikan orang lain.”

%k %k

Menjadi pemimpin pada hakekatnya adalah melayani
orang banyak, termasuk bawahan. Itulah konsep
pemimpin yang melayani. Untuk menjadi pemimpin
yang melayani membutuhkan kekuatan moral
tertentu. Betapa banyak orang yang setelah diangkat
menjadi pemimpin menjadi berubah perilakunya
menjadi menjaga jarak dengan bawahan.

Pemimpin yang melayani akan menghargai orang
lain sebagai manusia yang bermartabat bukan
sekedar pekerja. Mereka, para bawahan, adalah
manusia yang berakal budi dan memiliki keinginan
serta mimpi-mimpi. Pemimpin yag melayani
harus memiliki motivasi yang lebih dari sekedar
menumpuk kepemilikan benda-benda sebagai
cermin keserakahan.
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Lalu bagaimana cara menjadi
pemimpin yang melayani?

Robert Greenleaf menulis dalam
bukunya mengenai kepemimpinan yang melayani
empat prinsip pemimpin yang melayani.

Pertama, utamakan pelayanandanbukankepentingan
pribadi. Pemimpin yang melayani dengan sadar
memilih  mendedikasikan kemampuannya untuk
merubah dan mengembangkan orang lain dan
organisasi. Keinginan membantu orang lain lebih
didahulukan dibandingkan dengan nafsu untuk
memperoleh kedudukan kepemimpinan yang formal
atau memperoleh jabatan bergengsi. Pemimpin yang
melayani lebih menjalankan apa yang menurutnya
benar dan baik bagi orang lain dan organisasi
meskipun tidak ada imbalan jangka pendek berupa
uang atau fasilaitas lain.

Kedua, dahulukan mendengar untuk memahami
orang lain. Pemimpin yang melayani tidak memiliki
jawaban, dia mengajukan pertanyaan. Salah satu
sumbangan terbesar pemimpin yang melayani
adalah kemampuannya mendengar, pemahamannya
yang penuh akan masalah yang dihadapi, dan
menumbuhkan kepercayaan diri anak buahnya.
Pemimpin yang melayani mencoba memahami
keinginan kelompok dan mendorongnya sejauh
mungkin. Pemimoin tidak perlu menekankan
keinginannya sendiri kepada bawahan. Hanya dengan
memahami bawahan, pemimpin dapat mendorong
tindakan terbaik bawahan.

Ketiga, bangkitkan suasana saling percaya (trust)
denagn emnunjukkan bahwa pemimpin dapat
dipercaya. Pemimpin yang melayani membangun
kepercayaan dengan melaksanakan apa yang

pemimpin pada hakekatnya adaloh
melayani orang banyak. termasuk bawaohan.
ltuloh konsep p@mlmpln .
g elayani

Untuk menjodi pemimpin yong melayani
membutuhkan kekuatan moradl tertentu

diucapkan, senantiasa jujur, dan fokus terhadap
kesejahteraan bawahan. Pemimpin yang melayani
akan menyampaikan informasibaik yang baik maupun
yang buruk kemudian mengambil tindakan untuk
kebaikan seluruh anggota organisasi. Kepercayaan
(trust) juga ditumbuhkan dengan mempercayai
bawahan mengambil keputusan. Kepercayaan
tersebut pada gilirannya akan meningkatkan
keterlibatan bawahan dan kinerja organisasi.

Keempat, bantu bawahan
memenuhi harapan
mereka. Pemimpin
yang melayani akan
memperhatikan
semangat bawahannya.

Pemimpin tersebut
memahami potensi
bawahan vyang dapat
memberikan pengaruh positif bagi organisasi.

Pemimpin yang melayani membantu bawahannya
menemukan kekuatansemangatdalam melaksanakan
tanggung jawab. Hal tersebut mensyaratkan sang
pemimpin harus terbuka dan berbagi dalam kondisi
seburuk apa pun. Dengan berbagi pada keadaan yang
buruk sekalipun, pemimpin akan lebih dekat dengan
bawahan dan memperoleh dukungan yang penuh
dari bawahan untuk mengatasi setiap permasalahan.

Singkatnya, pemimpin yang melayani adalah
pemimpin yang mendorong bawahannya untuk
mengembangkan potensi diri dan membantu
bawahanya memaknai tujuan bekerja yang lebih luas.

Wah, mengapa konsep ini kok membuat figur
pemimpin kurang macho, bahkan terlalu lunak
dan jadi seperti orang yang tidak penting (karena
fungsinya hanya melayani)?

Memang figur pemimpin yang lebih atraktif, macho
dan agitatif sering menyita perhatian. Akan tetapi,
coba perhatikan, pemimpin yang melayani tingggal
dalam ingatan peradaban lebih lama dari pemimpin
jenis yang pertama tadi.....

Percaya......?

(Catatan: Orang vyang kata-katanya dikutip di
awal tulisan ini, mengembangkan perusahaannya
dari sebuah perusahaan kecil menjadi salah satu
perusahaan terbesar di dunia yang produknya
hampir pasti ada di rumah kita, Johnson&Johnson)

Jakarta
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inta adalah sebuah kisah, yang ditulis oleh

setiap orang. Kisah tersebut merefleksikan

ke rﬁyadian, minat dan perasaan seseorang

ter}iiadap suatu hu]oungan. “Skenario”
kisah ini bisa bermacam-macam, tergantung
en alaman, latar Lelalzang 12e1uarga, 12isa}1—
Eisa lain yang pernah didengar atau disaksikan
dan  seba ainya. Misalnya, percintaan yang
&ilatarbelaﬁangi konflik lzeluarga seperti cerita
Siti Nur]jaya, atau kisah asmara yang diwarnai
peperangan seperti Putri Sin Ye. Kisah ini ]aiasanya
mempengaruni  orang ]oagaimana seseorang
loersizap dan bertindak dalam sebuah hubungan.
Kepacla siapa seseorang menjatuhlzan pilihannya
untuk mencintai dan agaimana ia mencintai juga

clipengaruhi oleh ]oerlaagai faktor tadi.
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Cinta sebenarnya tidak melulu tentang percintaan
pasangan kekasih, melainkan juga tentang cinta di
dalam keluarga, hubungan antar sahabat, mau pun
cinta pada negeri. Berbagai hubungan tersebut juga
terjadi dalam skenario yang bermacam-macam.
Namun karena sejauh ini yang paling banyak diminati
orang adalah asmara dua sejoli, maka pilihan
bahasan kita kali ini adalah cinta yang demikian.

Psikolog Robert Sternberg telah berusaha untuk
menjelaskan cinta dalam konteks hubungan antara
dua orang melalui konsep Segitiga Cinta. Segitiga
cinta itu mengandung komponen: (1) keintiman
(intimacy), (2) gairah (passion) dan (3) komitmen.

commitment

Pojok pskoloq ﬁ

Keintiman adalah elemen emosi, yang di dalamnya
terdapat kehangatan, kepercayaan (trust) dan
keinginan untuk membina hubungan. Ciri-cirinya
antara lain seseorang akan merasa dekat dengan
seseorang, senang bercakap-cakap dengannya
sampai waktu yang lama, merasa rindu bila lama tidak
bertemu, dan ada keinginan untuk bergandengan
tangan atau saling merangkul bahu.

Komponen kedua vyaitu Gairah yang merupakan
elemen motivasional yang didasari oleh dorongan
dari dalam diri yang bersifat seksual. Gairah adalah
elemen fisiologis yang menyebabkan seseorang
ingin dekat secara fisik, merasakan dan menikmati
sentuhan fisik, ataupun melakukan hubungan seksual
dengan pasangannya.

Selanjutnya, komponen ketiga adalah Komitmen.
Komitmen merupakan elemen kognitif, berupa
keputusan untuk secara sinambung tetap
menjalankan suatu kehidupan bersama. Komitmen
yang sejati adalah komitmen yang berasal dari dalam
diri, yang tidak akan luntur walaupun menghadapi
berbagai rintangan dan ujian yang berat dalam
perjalanan kehidupan cintanya. Adanya rintangan
dan godaan justru menjadi pemicu bagi masing-
masing individu untuk membuktikan ketulusan
cintanya. Komitmen akan terlihat dengan adanya
upaya-upaya tindakan cinta (love behavior) yang
cenderung meningkatkan rasa percaya, rasa diterima,
merasa berharga dan merasa dicintai. Dengan
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demikian, komitmen akan mempererat dan melanggengkan kehidupan cinta sampai akhir hayat. Kematianlah
yang memisahkan hubungan cinta tersebut.

Setiap komponen itu pada setiap orang berbeda derajatnya. Ada yang hanya tinggi pada gairah, tapi rendah
pada komitmen (lihat tabel). Sedangkan cinta yang ideal adalah apabila ketiga komponen itu berada dalam
proporsi yang sesuai pada suatu waktu tertentu. Misalnya pada tahap awal hubungan, yang paling besar adalah
komponen keintiman. Setelah keintiman berlanjut pada gairah yang lebih besar, (dalam beberapa budaya)
disertai dengan komitmen yang lebih besar. Misalnya melalui perkawinan.

Cinta dalam sebuah hubungan ini tidak selalu berada dalam konteks pacaran atau perkawinan. Pola-pola
proporsi ketiga komponen ini dapat membentuk berbagai macam tipe hubungan seperti terlihat dalam tabel

berikut.
Tipe Komponen yang hadir Deskripsi

Nonlove Ketiga komponen tidak ada |Ada pada kebanyakan hubungan interpersonal,
seperti pertemanan biasa (hanya kenalan saja)

Liking Hanya keintiman Ada kedekatan, saling pengertian, dukungan
emosional, dan kehangatan. Biasanya ada pada
hubungan persahabatan (bisa sesama jenis kelamin)

Infatuation Hanya gairah Seperti pada cinta pada pandangan pertama,
ketertarikan secara fisik, biasanya mudah hilang

Empty love Hanya komitmen Biasanya ditemukan pada pasangan yang telah
menikah dalam waktu yang panjang (misalnya pada
pasangan usia lanjut)

Romantic love Keintiman dan gairah Hubungan yang melibatkan gairah fisik maupun
emosi yang kuat, tanpa ada komitmen (pacaran atau
perkawinan)

Companionate love  |Keintiman dan komitmen Hubungan jangka panjang yang tidak melibatkan unsur
seksual, termasuk persahabatan (juga persahabatan
suami-istri)

Fatous love Gairah dan komitmen Hubungan dengan komitmen tertentu (misalnya
perkawinan) atas dasar gairah seksual. Biasanya pada
suami istri yang sudah kehilangan keintimannya

Consummate love Semua komponen Menjadi tujuan dari hubungan cinta yang ideal

Sumber: Papalia; Olds & Feldman. (1998). Human development (7" ed.). Boston: McGraw Hill

Jadi. cinta macam apakah yang anda milili? au

vV v v 9
vV 9 @
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DIECAST.. KOLEKST MINTATUR
YANG MENJADI "CANDU",

ungkin judul artikel ini sangat tepat
disebut demikian karena seseorang
diecaster (sebutan untuk orang yang

gemar mengkoleksi diecast) akan ketagihan untuk
mencari dan membeli diecast yang diimpikan melalui
berbagai cara. Mulai dari hunting, bergabung dengan
komunitas, dan ikut perlombaan unjuk kebolehan
diecast koleksi mereka. Semua itu mereka lakukan
sebagai wujud ketertarikan mereka terhadap diecast,
miniatur yang mencerminkan fantasi mereka,
contohnya fantasi akan kendaraan-kendaraan klasik
yang sulit ditemui sekarang.

Secara harafiah, Diecast merupakan sebuah bentuk
cetakan/bahan yang berasal dari besi, alumunium,
magnesium, tembaga ataupun timbal. Bentuk
cetakan tersebut membentuk sebuah miniatur
mobil, motor, pesawat, kendaraan perang dan masih
banyak lagi. Untuk diecast mobil, merk diecast yang
biasa diburu di antaranya adalah merk Hot Wheels,
Tommyca, Matchbox, Welly, Jada Toys, Cararama,
Kinsmart, Rastar, Newray dan amsih banyak lagi.
Semakin mahal dan besar skala perbandingannya,
semakin detail pula penampakan diecast tersebut.
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Mulai tertarik untuk mulai mengkoleksi diecast?? Mulai rencanakan jenis kendaraan
apa yang mau di koleksi, siapkan lemari untuk memajang miniatur tersebut dan yang
terpenting siapkan dana untuk membelinya karena rata-rata harganya cukup menguras

kantong. Karena diecast adalah candu!!
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Care Mudoah Mengoamankan
AnNdroid dori Serangan Malware

engamankan smartphone adalah salah satu hal terpenting yang wajib lakukan, mengingat
pentingnya perangkat tersebut di dalam kehidupan Anda. =
Serangan malware jahat yang semakin merajalela pun kian |

membuat smartphone atau tablet Anda terlihat ringkih dan mudah
untuk diinfeksi dengan beragam virus.

Namun, ada beberapa langkah mudah untuk memperkecil
peluang malware untuk menyerang perangkat cerdas Anda. Berikut
sedikit tips yang dapat membantu:

Apps Store Terpercaya

Demi menjaga keamanan perangkat cerdas Anda,
para pengguna Android wajib mengunduh berbagai aplikasi
langsung dari sumbernya atau dari apps store yang
terpercaya. Artinya, Anda harus men-
download-nya dari toko aplikasi milik
Google, Amazon, Samsung, Microsoft,
dan beberapa apps store lain
yang sengaja dibangun oleh
perusahaan yang terpercaya.

Namun, para
pengguna Android wajib
pintar-pintar memilih
aplikasi sebelum
mengunduhnya.
Pasalnya,
Google Play
Store
sendiri

famie
_Hrw;-r
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sempat “kebobolan”, karena sempat beredar
aplikasi BBM palsu ketika dunia perangkat cerdas
tengah heboh dengan kemunculan messenger dari
BlackBerry ini di platform Android dan iOS.

Aplikasi Mencurigakan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
telah banyak aplikasi-aplikasi palsu yang beredar
tanpa pengawasan lebih lanjut. Karena itu, Anda
setidaknya menyempatkan sedikit waktu untuk
membaca review sebelum memutuskan untuk
mengunduh aplikasi.

Aplikasi Bajakan

Istilah bajakan mungkin saja erat kaitannya
dengan tindakan ilegal. Namun dalam jangka panjang,
aplikasi-aplikasi yang dibajak akan mampu merusak
perangkat cerdas milik Anda.

Mengunduh dan meng-install program APK
yang beredar secara tak resmi memiliki resiko cukup
besar untuk membuat smartphone dan tablet Anda
terinfeksi malware. Para pengguna BlackBerry 10
bisa menjadi pihak yang paling berbahaya, karena
kerap melakukan side-loading aplikasi Android. Jadi,
berhati-hatilah sebelum terlambat.

Utak-atik Menu Settings

Google telah menyediakan berbagai pilihan untuk
menyaring aplikasi-aplikasi berbahaya. Salah satunya
adalah dengan menyediakan pilihan “Verify Apps”.
Opsi ini bisa Anda temukan di menu “Settings”, bagi
Anda yang telah menggunakan perangkat bersistem
operasi minimal Android 4.2.

Dengan mencetang pilihan ini, maka Anda telah
meminta sistem untuk memeriksa dan memindai
sebuah aplikasi terlebih dahulu, sebelum benar-
benar ter-install di dalam perangkat.

@ Verify apps?

Allow Google to check all apps installed
to this device for harmful behavior?

To learn more, go to Settings > Security.

Disagree Agree

Software Update

Logikanya, semakin tinggi sebuah software,
maka semakin ketat pula sistem keamanan
sebuah perangkat. Maka itu, rajin-rajinlah meng-
update sistem operasi atau software dari smart
device Anda.

Pembaruan software biasanya akan memperbaiki
sistem, menghilangkan gangguan bugs, dan
menambahkan berbagai fitur yang dipercaya akan
meningkatkan kualitas keamanan.

Aplikasi Anti-Virus

Langkah terakhir adalah dengan meng-install program
anti-virus di dalam smartphone. Namun seperti yang
Anda mungkin telah ketahui, terdapat banyak aplikasi
anti-virus di dunia digital saat ini. Tentu saja, Anda
wajib memilih yang terbaik.

Avast, AVG, BitDefender, Kaspersky, Sophos,
Symantec Norton, dan TrendMico adalah beberapa
nama anti-virus terbaik untuk melindungi perangkat
smartphone anda. (GAL)
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MOCHTAR LUBIS Manusia Indonesia

. & ManuSia Pengarang: Mochtar Lubis
Indonesia Pidato kebudayaan Mochtar Lubis (1997) di Taman Ismail

Marzuki (TIM) diterbitkan menjadi buku berjudul Manusia

Indonesia. Karena gaya dan sikapnya yang lugas dalam
mengupas terutama sifat-sifat negatif orang Indonesia, buku ini
{ menimbulkan pendapat pro dan kontra, selain membangkitkan
. pemikiran kritis tentang manusia Indonesia.

., Sifat-sifat manusia Indonesia yang dimaksud ialah munafik, tidak
mau bertanggungjawab, berprilaku feodal, percaya pada takhyul,
berbakat seni, dan lemah karakternya. Stereotipe ini tentu saja tidak
semuanya benar, namun tidak juga seluruhnya salah.

Ketika reformasi sedang berkembang, sosok manusia Indonesia
seperti dilukiskan di atas lebih kuat lagi aktualitasnya dan
relevansinya. Beberapa penyebabnya ialah pendidikan, sistem, dan
struktur politik yang ikut mengentalkan sifat-sifat negatif tersebut.
Dari kedua sudut pandang tersebut, buku Manusia Indonesia
menyajikan bahan dan permulaan kerangka yang berguna untuk
membangun kembali manusia Indonesia yang sedang porak-
poranda.

ON

Pengarang: Jamil Azzaini

alam hidup, kita selalu ingin bisa menyelesaikan masalah JAMIL AZZAINI
D yang dihadapi, baik menyangkut keuangan, jodoh, jabatan,
dan keluarga. Cukup menekan tombol ON saja, kita
sebenarnya telah bisa mengatasi segudang masalah. Di buku ini,
penulis mengusulkan cara menekan tombol ON tersebut. Terbukti

dan teruiji. .'.

Buku ON ini membahas tentang prinsip MOVE ON dengan 4 ON.
Apa saja 4 ON yang dimaksud? Yaitu: Vision, action, passion
dan collaboration. Dengan visi orang akan mudah menemukan
tujuan hidupnya lalu beraksi (action) sesuai visi tersebut. Kita
bisa menentukan action dengan passion yang sesuai. Karena,
pekerjaan yang bisa melesatkan kita pada pencapaian terbaik
adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Sedangkan
Kolaborasi bisa dilakukan dari rumah dengan mengajak keluarga
kita untuk berbenah diri pula, melakukan Move ON dengan
bersama-sama. Maka kita akan menemukan partner sukses saat
berproses tersebut.

Apabila Anda telah membaca habis seluruh isi buku ini, lakukanlah
step ON sepenuh hati, dan jalani selama 30 hari tanpa jeda atau
meleset sehari pun. Rasakan sebuah lompatan mental yang akan
Anda alami.
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